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ABSTRAK 
IIN IRYANI UMROHADINATA (B111 12 370). TINJAUAN HUKUM 
ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN 
PENGELOLAAN DANA OLEH BADAN PEYELENGGARA JAMINAN 
SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN), di bawah bimbingan 
Achmad sebagai Pembimbing I dan Fauziah P. Bakti sebagai 
Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
tentang sistem pembayaran premi dan pengelolaan dana yang dijalankan 
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
cabang Makassar. 
 Penelitian ini berlokasi di BPJS Kesehatan cabang Makassar. Tipe 
penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh 
melalui wawancara (interview) dan studi kepustakaan (library research). 
Data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dilihat dari 
prinsip dan hal-hal yang mendasari terbentuknya Jaminan Kesehatan 
Nasional ini mementingkan kemaslahatan rakyat Indonesia yang sejalan 
dengan syariah. Namun, ketika dalam penerapannya terdapat hal-hal 
yang bertolak belakang dengan hukum Islam dalam penerapannya itu 
karena didasari bukan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. Sistem premi yang 
dijalankan oleh BPJS memuat hal-hal yang mengandung unsur gharar 
dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan antara peserta dan pihak 
BPJS, mengandung unsur ketidakpastian (judi/maysir) dalam pembayaran 
premi dan jumlah yang diperoleh dan terdapat unsur ketidakadilan pada 
peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat 
dikembalikan (hangus), serta adanya pemisahan antara masyarakat 
miskin, menengah dan kalangan atas dalam fasilitas. (2) Dalam hal 
pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS tidak terdapat hal yang di 
luar dari koridor syariah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. 
Terdapat dua sumber dana yang berasal dari dana BPJS yang digunakan 
untuk investasi, penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lain-lain dan Dana 
Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk pembiayaan layanan sosial, 
biaya operasional BPJS yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaan 
dana tersebut. JKN menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi 
syariah, di mana dalam pengelolaan dana oleh BPJS tidak ada pemisahan 
antara dana tabarru‟ dengan dana bukan tabarru‟ yang menyebabkan 
adanya gharar. Kemudian masih belum transparan untuk kerjasama 
dengan pihak lain dalam pemanfaatan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang 
dalam hal ini perlu diketahui apakah beroperasi sesuai syariah atau tidak, 
karena terdapat dana masyarakat yang dikelola kemudian dipergunakan 
untuk pelayanan jaminan kesehatan; 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Islam merupakan agama (ad-din) yang bersifat Rahmatan lil ‟alamin, 
artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari 
kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, 
sehingga dapat dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan 
universal dalam hal hukum-hukumnya. 
Islam pada dasarnya telah mengatur dua macam hubungan lingkup 
kehidupan manusia, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya dan 
hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya. Jika hubungan 
dengan Allah diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan amaliah ibadah 
telah diatur dengan sempurna, hal ini sebagaimana firman Allah 
Subhanahu Wa Ta‟ala dalam Al-Qur‟an Surat Az-Zariyat ayat 56 yang 
intinya menyatakan bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, 
kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Begitu pula dengan hubungan yang 
menyangkut manusia lainnya, termasuk di dalamnya urusan negara dan 
urusan pokok yang menyangkut kehidupan manusia. 
Di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan sistem 
pemerintahan demokrasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan 
rakyatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama 
dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan 
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memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. 
Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan agar 
Indonesia menjadi ne mgara yang dapat menjamin hak asasi warga atas 
kesehatan. 
Pemerintah dengan didasarkan pada kedua hal di atas melakukan 
berbagai upaya yang dianggap dapat mengatasi masalah kesejahteraan 
masyarakat. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
perlindungan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya yang layak. 
Untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, maka pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
jaminan kesehatan masyarakat mengupayakannya melalui Program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan lembaga 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial. 
Jaminan kesehatan ini memiliki prinsip kepesertaan yang artinya 
wajib bagi seluruh rakyat sesuai Undang-Undang SJSN, yaitu seluruh 
penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN) dan wajib 
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membayar premi/iuran tiap bulannya. Pelaksanaan JKN dalam UU SJSN 
(Pasal 19 ayat 1) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial adalah suatu 
mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran 
guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa 
peserta dan/atau anggota keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan 
prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat 
pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan, dimana 
JKN ini adalah asuransi kesehatan sosial. 
Dalam buku Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari 
BPJS, Jaminan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 
dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan ini juga berlaku bagi warga 
negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 
Indonesia dan telah membayar iuran. BPJS Kesehatan juga melakukan 
kerja sama dengan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan 
(asuransi komersial) dalam bentuk koordinasi manfaat atau coordination 
of benefit (CoB) yang mana BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan 
kesehatan sesuai tarif yang berlaku pada program jaminan kesehatan, 
sedangkan selisihnya akan menjadi tanggung jawab asuransi komersial 
selama sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Dana jaminan sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank 
kustodian yang merupakan BUMN. Sehingga Bank BUMN bisa mendapat 
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sumber dana baru, sesuai amanat Pasal 11 Undang-Undang BPJS dana 
itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat 
utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung. 
Dalam Undang-undang BPJS sendiri mempunyai tujuan untuk 
memenuhi hak atas kesehatan masyarakat dan berprinsip gotong-royong 
untuk saling membantu rakyat satu sama lain. Ketika melihat hal tersebut, 
BPJS mempunyai tugas yang sangat penting dalam mensejahterahkan 
rakyat Indonesia. Dalam UU SJSN dan UU BPJS hanya memuat hal-hal 
yang umum saja, tanpa adanya aturan teknis dan prosedur praktis 
menjalankan BPJS. Setelah BPJS Kesehatan berjalan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan dan peraturan di bawahnya dibuat, barulah terlihat letak 
ketidak-syar‟i-an BPJS Kesehatan dalam implementasinya.     
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 2, jenis 
iuran dibagi menjadi PBI (Peserta Bantuan Iuran), Non-PBI dan Mandiri 
atau perorangan dan iuran ini dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap 
bulan. Iuran untuk orang miskin dibayarkan oleh pemerintah dan mereka 
disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atas nama hak sosial 
rakyat, tetapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat melainkan 
kepada pihak ketiga yaitu BPJS yang berasal dari uang rakyat yang 
dipungut melalui pajak artinya adalah rakyat diwajibkan membiayai 
layanan kesehatan mereka dan sesama rakyat lainnya. 
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Dalam Asuransi Syariah, khususnya asuransi sosial harus 
membedakan antara dana tabarru‟ 1  dengan dana tijarah 2  yang jelas 
kepada pembayar premi. Ketika rakyat sebagai pembayar premi tidak 
mengetahui dasar-dasar dalam berasuransi yang merupakan kegiatan 
muamalah maka sangat memungkinkan untuk terjerumus dalam hal-hal 
yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah, prinsip-prinsip akad dalam 
asuransi seperti riba, maysir dan gharar. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 
secara umum BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal 
jaminan sosial dalam Islam, karena adanya beberapa bentuk transaksi 
yang dianggap mengandung unsur gharar, maysir dan riba.  
Masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar premi atau 
iuran perbulan yang telah ditetapkan akan dikenakan denda 
keterlambatan sebesar 2 (dua) persen dari total iuran yang tertunggak 
paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Hal tersebut telah diubah dan 
terdapat peraturan yang baru yakni terdapat dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 
No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Aturan baru tersebut 
mengatur jika peserta menunggak membayar iuran 1 (satu) bulan, maka 
statusnya akan langsung dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem. 
Untuk mengaktifkannya maka peserta harus membayar iuran 
tertunggaknya terlebih dahulu. Kini peserta tidak dikenakan denda 
keterlambatan, namun peserta akan dikenakan denda jika dalam 45 hari 
                                                          
1
 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga (Yogyakarta, 2016), 
hlm. 67. 
2
 Ibid. hlm. 69. 
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sejak kartu BPJS diaktifkan kembali menggunakan kartu BPJS nya yang 
menjalani rawat inap. Dendanya berupa membayar biaya pengobatan 
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali biaya rawat inap dan 
dikalikan lagi dengan jumlah bulan yang ditunggak. Khusus peserta PBI 
akan dibayarkan pemerintah dan untuk badan usaha dibayarkan oleh 
pemberi kerja dan untuk peserta yang tidak mampu harus dibuktikan 
dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Besaran iuran 
Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan 
dengan Peraturan Presiden. Berbeda dari hal tersebut, di dalam konstitusi 
negara menjamin layanan kesehatan dan sosial lainnya.                  
Kemudian melihat bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dikelola, terutama menyangkut dananya serta kerja sama yang dilakukan 
dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang sistemnya masih 
tidak sesuai dengan aturan syariah. Jaminan kesehatan yang seharusnya 
menjadi alternatif dari permasalahan sosial masih memiliki permasalahan 
tersendiri yang lebih penting karena menyangkut hukum dari penggunaan 
asuransi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.    
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Premi 
dan Pengelolaan Dana oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS Kesehatan)”. 
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B. Rumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang akan menjadi 
pokok masalah yakni: 
1. Apakah sistem pembayaran premi oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah sesuai dengan 
hukum islam? 
2. Apakah pengelolaan dana kesehatan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) telah sesuai dengan hukum islam? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 
pembayaran premi dan pengelolaan dana kesehatan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah sesuai 
dengan hukum islam.   
Dalam penyusunan proposal ini penulis tidak hanya mengharapkan 
kemanfaatan dalam bidang akademik bagi penulis, namun juga bagi 
masyarakat luas yang bersangkutan. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan, dalam hal ini berfokus 
pada BPJS yang sesuai dengan syariah hukum Islam. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya baik 
mengenai asuransi, terkait dengan BPJS dalam pandangan 
hukum Islam. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi 
S1 Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di 
Universitas Hasanuddin. 
b. Sebagai sarana alternatif penulis untuk menyalurkan ilmu yang 
telah diperoleh selama menjadi mahasiswa dan 
mengembangkannya sebagai sebuah karya tulis yang bermanfaat. 
c. Memberikan masukan atau solusi alternatif mengenai asuransi 
dan BPJS yang berkaitan dengan Hukum Islam sesuai syariah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
Islam sebagai pranata sosial yang ajarannya diyakini mempunyai 
kesempurnaan nilai bagi kehidupan manusia telah berada dalam struktur 
kehidupan semenjak 15 abad yang silam dengan ditandai oleh kenabian 
dan kerasulan Muhammad  Shallallahu „Alaihi Wasallam. Nabi 
Muhammad  Shallallahu „Alaihi Wasallam sebagai seorang revolusioner 
telah memberikan tatanan kehidupan yang baru dalam struktur kehidupan 
manusia. Seluruh aspek kehidupan terarah pada satu fokus, yaitu tatanan 
kehidupan yang disesuaikan dengan nilai dan ajaran Islam.3 
Pada era Nabi Muhammad  Shallallahu „Alaihi Wasallam, landasan 
berpijak dalam berkehidupan telah digariskan secara jelas dalam bentuk 
hukum Islam atau norma-norma dasar yang berasal dari ajaran Islam. 
Hukum Islam pada masa awal-awal dipahami sebagai syariah yang 
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan belum ada pembedaan 
antara syariah sebagai ketentuan dasar dalam berkehidupan dengan fiqh 
sebagai hasil ijtihad (produk hukum).4  
Pada masa ini fiqh sebagai hukum Islam juga mencakup semua 
sendi-sendi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan aspek 
ibadah (hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu dalam bentuk 
kewajiban-kewajiban atau ketundukan terhadap Tuhan) ataupun aspek 
                                                          
3
 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta, 2004), hal. 18. 
4
 Ibid. hlm. 21. 
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yang berkenaan dengan muamalah (hubungan antara manusia dengan 
manusia yang lainnya, baik dalam aspek ekonomi, politik, hukum publik, 
sosial atau budaya).5 
Ruang lingkup kajian hukum Islam di era modern mencakup; 
masalah-masalah hukum Islam yang berhubungan dengan situasi 
kontemporer (modern). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Muhammad 
Azhar dalam bukunya “Fiqh kontemporer dalam pandangan 
Neomodernisme Islam” kajian hukum Islam kontemporer tersebut 
dikategorikan sebagai aspek hukum keluarga, aspek ekonomi, aspek 
pidana, aspek kewanitaan, aspek medis, aspek teknologi, aspek politik 
dan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.6 
Dilihat dari berbagai aspek tersebut, memberikan penguatan 
pemahaman, bahwa masalah hukum Islam kontemporer sudah mencakup 
semua lini kehidupan manusia dan manusia tidak dapat menghindar dari 
permasalahan tersebut. 
1. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi 
bagian agama Islam. 7  Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda 
dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. 
Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat 
Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. 
                                                          
5
 Ibid. hlm. 22. 
6
 Ibid. hlm. 44. 
7
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
(Jakarta, 2012), hlm. 42. 
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Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah 
untuk manusia.8 
Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum 
Islam. Istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi 
tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah 
tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam. 
Istilah-istilah dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar‟i, kanun dan 
terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.9 
Hukum dalam konsepsi hukum barat adalah hukum yang sengaja 
dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam 
masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan 
(barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan 
manusia lain dan benda dalam masyarakat. Konsepsi hukum Islam 
berbeda dengan hukum barat, karena dasar dan kerangka hukumnya 
ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-
hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu 
mempunyai berbagai hubungan. Interaksi manusia dalam berbagai tata 
hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam 
bahasa Arab disebut hukm jamaknya ahkam.10 
                                                          
8
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat 
(Jakarta, 2007), hlm. 3. 
9
 Ibid. hlm. 4. 
10
 Ali Op,cit. hlm. 43. 
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Kata hukum yang sekarang dipergunakan dalam bahasa Indonesia 
berasal dari kata hukm dalam bahasa arab yang artinya norma atau 
kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan 
untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.11  
Dalam sistem hukum Islam ada lima hukm atau kaidah yang 
dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik 
dibidang ibadah maupun dilapangan muamalah yang disebut al-ahkam al-
khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) ja-iz atau mubah 
atau ibahah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.12 
a. Syariah 
Secara harfiah, kata syariah berarti jalan dan lebih khusus lagi jalan 
menuju ke tempat air. Secara syariah berarti jalan yang digariskan Allah 
menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Allah. 
Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad  Shallallahu „Alaihi 
Wasallam disebut syariah karena merupakan jalan menuju Allah dan 
menuju keselamatan abadi.13 
Syariah dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, 
syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad  Shallallahu „Alaihi Wasallam yang 
mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun 
dalam aspek tingkah laku praktisnya. Syariah adalah ajaran-ajaran agama 
Islam yang dibedakan menjadi ajaran kepercayaan (akidah) dan ajaran 
                                                          
11
 Ibid. hlm. 44. 
12
 Ibid., 
13
 Anwar Op,cit. hlm. 4. 
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tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas 
identik dengan syarak (asy-syar‟) dan ad-din (agama Islam).14 
Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) 
dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran 
atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam 
arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai 
hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari 
sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak 
saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau 
kesusilaan, norma sosial dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang 
diajarkan Islam.15 
b. Fikih 
Kata “fikih” –berasal dari kata Arab al-fiqh- berarti mengerti, tahu 
atau paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu 
hukum (jurisprudence) dan dalam arti hukum itu sendiri (law).16 
Arti yang pertama, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang 
studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan 
tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. 
Dalam pengertian kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu 
kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-
hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur‟an dan sunnah Nabi  
                                                          
14
 Ibid., 
15
 Ibid. hlm. 5. 
16
 Ibid., 
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Shallallahu „Alaihi Wasallam maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu 
interpretensi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) 
terhadap kedua sumber tadi. Jadi, bila dalam arti pertama fikih adalah 
suatu cabang studi, maka dalam arti kedua, fikih adalah himpunan norma-
norma yang menjadi objek kajian fikih dalam arti pertama.17 
c. Hukum Syar‟i 
Hukum syar‟i (hukum syarak, hukum syariah) secara harfiah berarti 
ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam dan merupakan satuan dari 
syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk 
syariah dalam arti sempit atau fikih (dalam arti hukum Islam) seperti 
dijelaskan di atas. Oleh karena itu, istilah ini sering dipakai dalam bentuk 
jamak “hukum-hukum syarak”.18 
Secara teknis, dalam ilmu hukum Islam, hukum syarak didefinisikan 
sebagai “sapaan ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau 
tingkah lakunya, sapaan mana berisi tuntutan, perizinan atau penetapan.” 
Definisi ini mengandung dua hal: (1) bahwa hukum itu adalah sapaan ilahi 
yang tertuju kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah 
lakunya dan (2) bahwa hukum yang merupakan sapaan ilahi itu berisi 
tuntunan, perizinan (pembolehan) atau penetapan. 19  Sebagian dari 
kumpulan hukum syarak ini diambil alih oleh negara untuk dilegalisasi dan 
dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis 
formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut 
                                                          
17
 Ibid., 
18
 Ibid. hal. 6. 
19
 Ibid., 
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kanun (al-qanun) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata 
hukum Islam.20 
Pernyataan bahwa hukum adalah sapaan ilahi menggambarkan dua 
hal. Pertama, dalam konsepsi ini hukum memiliki dasar-dasar keilahian 
dalam pengertian bahwa hukum itu bersumber kepada bimbingan dan 
tuntunan ilahi sebagaimana dapat ditemukan dalam wahyu-Nya. Kedua, 
hukum merupakan kata kerja, karena hukum dikonsepsikan sebagai suatu 
sapaan. Dalam hukum, menurut konsepsi ini, Tuhan menyapa manusia 
mengenai tingkah lakunya dan penyapaan Tuhan itulah yang disebut 
hukum yang merupakan konsepsi teoretisi hukum Islam (ahli-ahli usul 
fikih).21 
2. Sumber-sumber Hukum Islam 
Para ulama mazhab fikih berbeda pandang dalam 
mengklasifikasikan sumber dan metode (manhaj) hukum, terutama 
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hambali. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Khalaf, bahwa berdasarkan pada penyelidikan hukum-
hukum amaliyah yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber 
pengambilan syar‟i adalah Al-Qur‟an, sunnah, ijma‟ dan qiyas. Dengan 
kata lain, jika terdapat permasalahan maka upaya yang pertama kali harus 
dilakukan adalah mencari sumber dalil dalam Al-Qur‟an. Jika dalam Al-
Qur‟an terdapat landasan hukumnya maka hukum tersebut harus 
dilaksanankan. Jika dalam Al-Qur‟an tidak terdapat landasan hukumnya 
                                                          
20
 Ibid., 
21
 Ibid. hlm. 4. 
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maka harus mencari dalil dalam sunnah, jika dalam sunnah terdapat 
landasan hukumnya maka harus memenuhi ketentuan hukumnya. Tetapi, 
jika dalam sunnah tidak ada ketentuan hukumnya maka harus melihat 
ijma‟ para sahabat Nabi dan imam mujtahid. Apabila para sahabat dan 
imam mujtahid sudah melaksanakan ijma‟ (kesepakatan) maka harus 
dilaksanakan. Tetapi bila mereka juga belum pernah membuat ijma‟ maka 
perlu melakukan ijtihad – dalam rangka menemukan hukum – atas 
permasalahan tersebut dengan jalan qiyas kepada hukum yang terdapat 
dalil syar‟i-nya.22 
Penggunaan empat sumber tersebut adalah firman Allah yang 
terdapat dalam surat An-Nisa‟ ayat 59 yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya 
dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah 
(Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Karena yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa‟ [4]: 59) 
 
Dalam arti formal, sumber Hukum Islam meliputi Al-Qur‟an dan Hadis 
Nabi (sebagai sumber syari‟at). Sedangkan dalam arti materiil, meliputi Al-
Qur‟an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.23  
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, 
karena A-Qur‟an merupakan kalam Al-Khaliq, yang diturunkan dengan 
                                                          
22
 Ibid. hlm. 7. 
23
 Gemala Dewi, Aspek-aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
(Jakarta, 2007), hlm. 7. 
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jalan qath‟i dan tidak dapat diragukan sedikit pun kepastiannya. Berbagai 
argumentasi telah menunjukkan bahwa Al-Qur‟an datang dari Allah dan ia 
merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak 
mungkin mampu menirunya. Al-Qur‟an sebagai sumber yang esensial, di 
dalamnya hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum 
terpelihara, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an yang artinya 
“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur‟an dan sesungguhnya 
Kami benar-benar memeliharanya.” (QS.Al-Hijr [15]: 9)24 
b. Sunnah 
Secara definitif, Khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu 
yang datang dari Rasulullah  Shallallahu „Alaihi Wasallam, baik ucapan 
(qaulan), perbuatan (fi‟lan) maupun ketetapan (taqriran). Sunnah qauliyah 
adalah segala sabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. 
Sunnah fi‟liyah yaitu perbuatan Rasulullah, misalnya shalat, zakat, puasa 
dan haji. Adapun sunnah taqririyah adalah perbuatan beberapa sahabat 
yang disetujui oleh Rasulullah  Shallallahu „Alaihi Wasallam, baik 
mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.25 
Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Ali Imran ayat 32 yang artinya 
“Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS.Ali Imran [3]: 
32). Dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya “Barangsiapa yang 
mentaati Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah dan 
                                                          
24
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, 2012), hlm. 5. 
25
 Ibid. hlm. 6. 
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barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak 
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”26 
c. Ijtihad  
Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata “jahada” yang artinya 
bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. 
Secara jelasnya adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan 
menggunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan orang (ahli 
hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang 
belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 
Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.27  Berbagai metode 
atau jalan yang dilakukan untuk berijtihad di antaranya adalah ijma‟, qiyas, 
istidlal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab dan urf.28 
Lembaga Ijtihad digunakan apabila Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul 
tidak mengatur secara detail . Dalam bentuk praktisnya hasil ijtihad adalah 
buku (kitab hukum), peraturan perundang-undangan, keputusan 
pengadilan (yurisprudensi) dan konsensus (ijma‟) ulama.29 
3. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia ini, hukum Islam tidak 
membedakan secara tegas antara hukum perdata dengan hukum publik. 
Berbeda dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat 
(hukum perdata) dengan hukum publik. Hal ini dikarenakan menurut 
                                                          
26
 Ibid. hlm. 7. 
27
 Ibid., 
28
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
(jakarta, 2012), hlm. 116. 
29
 Ibid. hlm. 78. 
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sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan 
pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.30 
Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua 
bidang hukum itu dan yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja,  
seperti munaqahat, wirasah, mu‟amalat dalam arti khusus, jinayat atau 
„ukubat, al-ahkm as-suthaniyah (khilafah), siyar dan mukhasamat.31 
Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik 
hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik, 
maka terbentuklah susunan hukum muamalah dalam arti luas sebagai 
berikut:32 
1) Hukum perdata (Islam) adalah: 
1) Munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; 
2) Wirasah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan 
pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. 
hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum fara‟id; 
3) Muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan 
dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-
beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan 
sebagainya. 
 
                                                          
30
 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
(Jakarta, 2007), hlm. 7. 
31
 Ali Op,cit. hlm. 56. 
32
 Ibid. hlm. 57. 
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2) Hukum publik (Islam) adalah: 
1) Jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah 
hudud maupun dalam jarimah ta‟zir. yang dimaksud dengan 
jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah 
perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas 
hukumannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad 
(hudud jamak dari hadd atau batas). Jarimah ta‟zir adalah 
perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya 
ditentukan oleh penguasa sebagai pelajar bagi pelakunya (ta‟zirn 
atau ajaran atau pengajaran); 
2) Ah-ahkam as-sulthaniyah membicarakan soal-soal yang 
berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik 
pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; 
3) Siyar mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 
pemeluk agama dan negara lain; 
4) Mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum 
acara. 
Dari bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas 
jika dibandingkan dengan susunan hukum Barat, maka munakahat dapat 
disamakan dengan hukum perkawinan, wirasah sama dengan hukum 
kewarisan, muamalat dengan hukum benda dan hukum perjanjian, 
perdata khusus, jinayat dengan hukum pidana, Ah-ahkam as-sulthaniyah 
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disamakan dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan 
administrasi negara, siyar dengan hukum internasional dan mukhasamat 
dengan hukum acara.33  
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ekonomi Islam 
Terdapat dua sistem ekonomi yang dianut di dunia dewasa ini oleh 
umat manusia. Sistem tersebut adalah Sistem Ekonomi Kapitalis yang 
banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Benua 
Amerika, Eropa Barat dan beberapa negara di benua Asia dan Sistem 
Ekonomi Sosialis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di 
belahan Eropa Timur dan beberapa negara Asia34.  
Kedua sistem tersebut setelah berkembang telah menimbulkan 
ketidakteraturan di dunia dan juga ketidakseimbangan dalam 
perkembangan ekonomi. Melihat hal tersebut, muncullah pemikiran yang 
menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem 
ekonnomi alternatif.35 
Ajaran Islam tentang ekonomi adalah ajaran yang bersifat integral, 
yang tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara keseluruhan 
maupun dengan realitas kehidupan. Dalam ajaran Islam juga telah 
memenuhi unsur-unsur sebuah sistem ekonomi, yakni sumber-sumber 
ekonomi atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian 
tersebut, motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam 
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2002), hlm. 24. 
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sistem itu, proses pengambilan keputusan dan lembaga-lembaga yang 
terdapat di dalamnya.36 
Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi 
yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-
harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun 
pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, 
distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam 
peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah).37 
1. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam 
Berbagai definisi yang ada mengenai Ekonomi Islam yang satu dan 
lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satunya adalah yang 
dikemukakan oleh Dr.Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu: 
 “Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum 
ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah dan 
merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan 
dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”.38 
 
Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat 
penjelasan tentang ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi 
syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 
menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga 
keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) 
reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka 
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 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta, 2000), hlm. 14. 
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 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
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menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) 
pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan (k) 
bisnis syariah.39 
Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari 
Al-Qur‟an  dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. 
Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain: (a) 
konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan 
bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia 
seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan 
kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber 
alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan jasa, 
nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan pendapatan dilakukan 
dengan mengingat sumber kekayaan seseorang diperoleh dari usaha 
halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan 
sarana yang ampuh.40 
Goenawan Mohammad dalam Achmad Ramzy Tadjoeddin 
menawarkan tujuan ekonomi Islam adalah:41 
a. Ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan 
sejahterah di dunia dan akhirat. Yakni tercapainya pemuasan optimal 
berbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang, baik bagi 
perorangan maupun masyarakat. 
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b. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara 
halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. 
c. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannnya terlantar. 
d. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu 
meminta. Oleh karena itu, harus dinafkahkan sehingga dapat dicapai 
pembagian rezeki. 
e. Pada batas tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat. 
f. Perniagaan diperkenankan akan tetapi riba dilarang. 
g. Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan 
yang menjadi ukuran perbedaan hanyalah prestasi kerja. 
2. Ciri-ciri Ekonomi Islam 
Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki 
hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara 
ekonomi Islam dengan akidah dan syari‟at. Hubungan ini menyebabkan 
ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang luhur 
serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan 
mengadakan keseimbangan antara kepentingan antara kepentingan 
individu dan masyarakat dalam berekonomi.42 
a. Sifat Pengabdian dari Ekonomi Islam 
Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadat apabila 
dimaksudkan atau diniatkan untuk mencari wajah dan keridhaan Allah 
Subhanahu Wa Ta‟ala. Dalam pelaksanaan niat ini harus dijalankan 
                                                          
42
 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
(Jakarta, 2007), hlm. 35. 
 
 
 
25 
 
dengan menggunakan jalan Allah, misalnya memudahkan orang yang 
sedang susah dengan penuh ikhlas. 
b. Cita-cita Luhur dari Ekonomi Islam 
Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi Islam tidak hanya 
terbatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan untuk 
memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani, sebagai 
kepatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan realisasi dari khilafat di 
bumi Allah, karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri dihadapan 
penciptanya untuk mempertanggungjawabkan khilafat ini. 
c. Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi 
Dalam lingkungan ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan 
syari‟at yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, adapula pengawasan 
yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah 
terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu Wa Ta‟ala dan 
perhitungan di hari akhirat. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan lebih 
mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibandingkan 
dari luar. 
d. Prioritas Kepentingan antara Individu dan Masyarakat dalam Ekonomi 
Islam 
Islam mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan 
individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada 
pertentangan di antara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan 
juga hak milik orang banyak (masyarakat), kebebasan individu diakui 
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selama tidak membahayakan orang banyak. Namun jika terjadi 
pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak 
dan jika tidak mungkin terdapat keseimbangan atau pertemuan antara 
keduanya, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak 
daripada kepentingan individu. 
3. Asas-asas dan Prinsip Ekonomi Islam 
a. Asas-asas Hukum Kegiatan Ekonomi43 
1) Kebebasan Berusaha 
Firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala dalam Al-Qur‟an yang 
artinya “Dialah Zat yang menjadikan bumi ini mudah buat kamu. Oleh 
karena itu, berjalanlah di permukaannya dan makanlah dari rezekinya” 
(QS. 26: 15). Dari ayat ini tampak prinsip Islam bahwa telah 
diserahkan oleh Allah kepada manusia dan dimudahkannya. Oleh 
karena itu, manusia harus memanfaatkan nikmat nikmat ini serta 
berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugerah Allah itu. 
Nabi Muhammad sangat menantang dan diharamkannya 
terhadap diri seorang muslim perbuatan meminta-minta kepada orang 
lain, dalam suatu hadis disebutkan “orang yang meminta-minta 
padahal ia tidak begitu meghajatkan, sama halnya dengan orang yang 
memungut bara api” (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dalam 
shahih-nya). Meminta-minta hanya dibolehkan dalam keadaan 
tertentu, seperti yang terdapat dalam Hadis Riwayat Muslim, Abu 
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Daud dan Nasa‟i yaitu seorang laki-laki yang menanggung beban 
berat, seorang laki-laki yang sedang ditimpa suatu bahaya yang 
membinasakan hartanya dan seorang laki-laki yang ditimpa suatu 
kemiskinan sehingga ada tiga orang pandai kaumnya mengatakan 
bahwa dia itu ditimpa suatu kemiskinan. 
Ketiga keadaan di atas memberi kehalalan bagi orang tersebut 
untuk meminta-minta sehingga ia dapat mengatasi bebannya atau 
mendapatkan suatu standar hidup, maka sesudah itu ia berhenti.  
Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang 
untuk memperoleh harta sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan 
keterampilan masing-masing baik usaha itu berupa pengolahan dan 
penggalian kekayaan alam di laut, di darat atau di udara, seperti 
pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya, atau dengan 
pertukangan dan perdagangan dengan segala bentuknya, baik 
dikerjakan sendiri-sendiri ataupun dengan sekutu. Dalam hal ini Islam 
hanya memberi garis-garis pokok yang wajib dipenuhi. 
2) Pengharaman Riba 
Riba menurut bahasa berarti Az-Ziadah (tambahan), yang 
dimaksud dalam fikih ialah tambahan atas modal, baik penambahan 
itu sedikit atau banyak. Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, 
yaitu baik oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Hal ini dapat dilihat 
dalam Perjanjian Lama ayat 25 Pasal 22 Kitab Keluaran dan dalam 
ayat 35 Pasal 25 Kitab Amanat, akan tetapi peraturan tersebut 
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kemudiaan diubah. Hal ini terlihat dalam ayat 20 Pasal 23 Kitab 
Ulangan yang berbunyi: ”Maka daripada orang lain bangsa boleh 
kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu tidak boleh kamu 
mengambil dia...”. Yang kemudian dijawab dalam Al-Qur‟an pada ayat 
161 surat An-Nisa‟ yang artinya: “... Dan disebabkan mereka 
memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang 
daripadanya”.  
Riba dapat dibedakan atas dua yakni riba Nasi‟ah yang berupa 
penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan 
(pemakan riba) dari orang yang berutang lantaran adanya 
penangguhan. Jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Al-
Qur‟an, As-Sunnah dan ijma‟. Riba fadhal merupakan jenis jual beli 
uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan 
dengan tambahan. Jenis ini diharamkan berlandaskan pada As-
Sunnah, karena dikhawatirkan menjadi penyebab kepada riba nasi‟ah.  
Pada perkara riba ini, Allah melaknat semua pihak yang turut 
serta dalam transaksi riba, baik si pemakan riba, yang memberi 
makannya, ataupun penulis yang mencatat dan saksi-saksinya, 
sebagaimana dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu 
Daud dan At-Tarmizi yang mensahihkannya dari Jabin bin Abdullah, 
bahwa Rasulullah bersabda: “Allah melaknat pemakan riba, yang 
memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya.” 
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3) Pengharaman Jual Beli Samar/Mengandung Sifat Penipuan (Bai‟u 
Al-Gharar) 
Al-Gharar ialah suatu yang tidak diketahui pasti, benar atau 
tidaknya. Jadi, bai‟u al-gharar, ialah jual beli yang tidak pasti hasil-
hasilnya karena tergantung pada hal yang akan datang atau kepada 
sesuatu yang belum diketahui yang kadang terjadi, kadang-kadang 
tidak. 
Jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah  Shallallahu „Alaihi 
Wasallam sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat, karena 
merupakan lubang yang membawa pertentangan apabila barang yang 
dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan, yang 
memungkinkan salah satu pihak baik penjual atau pembeli untuk 
menipu. Contohnya, dalam Hadis Riwayat Muslim di mana menjual 
bibit binatang yang masih ada dalam tulang rusuk binatang jantan, 
atau menjual burung yang sedang terbang, ataupun menjual ikan 
yang masih dalam air, atau dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim yang melarang menjual buah-buahan yang masih hijau/belum 
masak, kecuali jika buah itu dipetik seketika itu juga. 
Tidak semua yang samar itu terlarang diperjualbelikan, sebab 
sebagian barang ada yang tidak terlepas dari kesamaran. Untuk itu 
tidaklah haram, bagi orang yang hendak membeli sebuah rumah yang 
tidak mungkin mengetahui fondamen dan kandungan temboknya atau 
membeli barang yang kesamarannya tidak seberapa untuk kebaikan 
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(urfiyah) bersama. Sesuatu itu terlarang hanyalah apabila ada unsur-
unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada 
permusuhan atau memakan harta orang lain dengan cara bathil 
(melanggar hukum). 
4) Pengharaman Penyalahgunaan Pengaruh Untuk Mencari Harta 
Islam mengharamkan usaha seseorang untuk mendapatkan 
harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh. 
Dalam hal ini, Islam menghapuskan usaha yang tersembunyi di balik 
apa yang dapat diperoleh dengan cara ini dan mengarahkannya (harta 
yang diperoleh tersebut) kepada perbendaharaan kaum muslimin. 
5) Pengharaman Pemborosan dan Kemewahan 
Sebagaimana Islam telah mengatur mengenai cara-cara 
berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara 
pengeluaran dan penggunaan harta. Dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ 
ayat 27 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu 
adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada 
Tuhannya” dan ayat 16 yang artinya: 
“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami 
perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 
(supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan 
dalam negeri itu, maka sudah sepantasnyalah berlaku 
terhdapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami 
hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” 
 
Dari ayat-ayat tersebut, tampak bahwa Islam tidak menghendaki 
pola hidup mewah dan sikap pemborosan, bahkan sebaliknya Islam 
mengajak kepada kesederhanaan dan pertengahan dalam 
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pembelanjaan, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Furqan ayat 67 
yang artinya “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha 
Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka 
tidak berlebian dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara 
wajar.”  
Islam mengharamkan sikap pemboros dan bermewah-mewah 
oleh karena sikap ini membawa orang kepada kemalasan dan 
mendorong orang berbuat keji (maksiat), serta melemahkan 
perjuangan  dan pengorbanan yang diperlukan untuk kepentingan 
orang banyak. Dari sikap kemewahan inilah penyebab semakin 
dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang membuka 
pintu ke arah perpecahan, dengki dan dendam yang mendatangkan 
bahaya besar atas umat. 
6) Pengharaman Penimbunan Harta 
Penimbunan harta ialah membekunya, menahannya dan 
menjauhkannya dari peredaran, yakni dari andilnya ikut menjadi 
produktif. Perbuatan ini diharamkan dengan ancaman siksa yang 
sangat pedih kelak di hari kiamat. Dalam firman Allah yang artinya: 
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 
mereka bahwa (mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada 
hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu 
dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka 
(lalu diaktakan kepada mereka): “Inilah harta bendamu yang 
kamu simpan untuk dirimu snediri, maka rasakanlah sekarang 
(akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS.At-Taubah [9]: 35). 
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Demikian pula diharamkan terhadap penimbunan barang-barang 
dagangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat oleh 
pedagang agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga 
harganya meningkat dan masyarakat banyak menderita kesulitan. 
Beberapa hadis Nabi yang mengharamkannya adalah Hadis Riwayat 
Abu Daud, At-Tarmizi dan Muslim dari Mu‟amar, bahwa Nabi  
Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda: “Siapa yang melakukan 
penimbunan, maka ia bersalah (berdosa).” Juga pada hadis yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Thabrani dari Ma‟qal bin Yasar, 
bahwa Nabi  Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda “Siapa yang ikut 
campur dalam urusan harga kaum muslimin, dengan tujuan 
memahalkan atas mereka, adalah hak Allah mendudukkannya di 
golakan api pada hari kiamat.” 
Penimbunan harta berbahaya terhadap perekonomian, karena 
hal ini berarti membekukan harta dari usaha-usaha produktif yang 
apabila harta itu dimanfaatkan untuk ikut andil dalam rencana-rencana 
produksi maka akan tercipta kesempatan kerja baru yang membawa 
hasil pendapatan dan mengurangi pengangguran, juga dapat 
menutupi kebutuhan permintaan masyarakat akan produksi barang 
hasil usaha tersebut. 
b. Prinsip Ekonomi Islam 
Dari definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad 
Abdullah Al-Arabi yang intinya mengatakan bahwa dasar-dasar ekonomi 
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berasal dari Al-Qur‟an dan sunnah, yang didirikan di atas landasan dasar 
tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa masing-masing. Adanya 
definisi tersebut maka ekonomi Islam sendiri dapat dibagi menjadi dua 
bagian yaitu:44 
1) Pertama adalah yang diistilahkan dengan “sekumpulan dasar-dasar 
umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur‟an dan sunnah”, yang 
ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar 
umum tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip antara lain: 
a) Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah). 
Prinsip ini terlihat dalam Al-Qur‟an yang artinya: 
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 
dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala 
sesuatu.” (QS, Al-Baqarah [2]: 29) 
 
b) Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya, 
tidak ada perbedaan dal hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan 
wanita. Terdapat pada ayat Al-Qur‟an yang artinya: 
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa 
yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa‟ [4]: 
32.) 
 
c) Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan 
dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara 
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mereka yang dipimpinnya. Hal ini terdapat pada  ayat yang 
artinya: 
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 
kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” 
(QS. Al-Hashr [59]: 7) 
 
d) Bahwa haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang 
Islam lainnya. Tercermin dalam Hadis Riwayat At-Tarmizi, 
dikatakan olehnya hadis ini hasan yaitu “Semua muslim atas 
muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya dan hartanya.” 
e) Serta prinsip-prinsip lainnya dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis-
hadis, yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku 
ekonomi, seperti: 
(1) Larangan menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti: 
penipuan (QS. Al-An‟am [6]: 152), melanggar janji “Hai orang-
orang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS.Al-Maidah [5]: 
1), riba antara lain “Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang 
yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 276), pencurian yang artinya: 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi 
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
(QS. Al-Maidah [5]: 38) 
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Spekulasi dalam ayat yang artinya “Kewajiban Rasul tidak lain 
hanyalah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang 
kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS. Al-
Maidah [5]: 99) dan mengusahakan barang-barang berbahaya 
bagi pribadi dan masyarakat dalam ayat yang artinya:  
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar 
dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya..” (QS. 2: 219); 
 
(2) Larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia 
dalam ayat yang artinya: 
“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak 
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka 
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih...” (QS. At-Taubah [9]: 34). 
 
Melaksanakan amanat “Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya,..” (QS. An-Nisa‟ [4]: 58); 
(3) Larangan melampaui batas dan tidak kikir dalam ayat yang 
artinya: 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.” (QS. Al-Furqon [25]: 67)  
 
Ciri asasi dari prinsip-prinsip umum ini adalah bahwa prinsip-
prinsip ini tidak berubah ataupun berganti, serta cocok untuk setiap 
saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi 
dalam masyarakat. 
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2) Kedua yaitu diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang 
didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap 
lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara 
penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai 
oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip-
prinsip Al-Qur‟an dan sunnah di atas. 
Prinsip-prinsip tersebut terbatas jumlahnya dan pada dasarnya 
mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti dihajati oleh setiap 
masyarakat, tanpa peduli tingkat kemajuan ekonominya, sehingga 
cocok untuk setiap saat dan tempat. Dalam pelaksanaan prinsip-
prinsip tersebut, atau pada bidang-bidang lain yang tidak diputuskan 
hukumnya oleh prinsip-prinsip ini, masyarakat berhak dan wajib 
berijtihad menemukan pendapat bagi pemecahan problema ekonomi 
menurut situasi dan kondisinya dengan petunjuk dari Al-Qur‟an dan 
As-Sunnah. 
4. Hak Milik dalam Sistem Ekonomi Islam 
Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu milk. Dalam kamus 
Almunjid dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan 
milk (yang berakar dari kata kerja malaka) adalah malkan, milkan, 
malakatan, mamlakatan dan mamlukatan.45 
Milik dalam lughah (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu 
dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.”  Sedangkan menurut 
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istilah, milik dapat didefinisikan “Suatu ikhtisas yang menghalangi yang 
lain, menurut syari‟at, yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak 
terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.”46 
Kata menghalangi dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu 
yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk 
mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih 
dahulu dari pemiliknya. Pengertian penghalang sendiri adalah sesuatu 
ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta 
miliknya.47 
Sejak semula Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui 
hak milik orang banyak. Untuk masing-masing diberikan lapangan sendiri-
sendiri dimana yang satu dan lainnya bukan merupakan pengecualian 
ataupun merupakan cara penanggulangan sementara yang terpaksa 
dilakukan oleh karena hal-hal tertentu. Hak milik tersebut diistilahkan hak 
milik khusus dan hak milik umum, yang keduanya bersifat tidak mutlak.48 
Pada hakikatnya hak kepemilikan itu berada di tangan Allah. Manusia 
yang menguasai tersebut sekedar menafkahkannya sesuai dengan 
ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah.49  
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49
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a. Hak Milik Umum50 
Hak milik umum ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan 
umum atau kepentingan jamaah kaum muslimin. Pada pokoknya suatu 
benda (harta) itu ada yang boleh dimiliki oleh perseorangan dan ada pula 
yang tidak dimana disebut dengan hak milik umum. Hal ini didasarkan 
pada Hadis Nabi Muhammad  Shallallahu „Alaihi Wasallam yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi “Semua orang 
berserikat mengenai tiga hal, yaitu mengenai air rumput, api serta garam.” 
Hal-hal tersebut dalam hadis kini dikiaskan menjadi (1) minyak dan gas 
bumi, (2) barang tambang dan (3) kebutuhan pokok manusia lainnya. 
Kesemuanya ini merupakan hak-hak milik umum atau yang menjadi hajat 
hidup orang banyak. 
Dewasa ini hak milik umum dikembangkan lebih luas yaitu mencakup 
juga jalan, sungai, jembatan, lautan danau, bukit dan sebagainya. 
Demikian pula atas harta atau benda-benda vital, yaitu sesuatu yang 
mutlak diperlukan bagi kepentigan negara dan bagi hajat hidup rakyat 
seperti perusahaan listrik, pos dan Telkom, perusahaan kereta api, air 
minum, penyulingan air dan sebagainya. 
Hak milik umum dalam suatu perserikatan atau organisasi, ialah 
uang kas, gedung atau kantor, inventaris, amal dan usaha yang dijalankan 
oleh perserikatan itu seperti rumah sekolah, rumah yatim, atau panti 
asuhan dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dapat dimanfaatkan oleh 
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 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
(Jakarta, 2007), hlm. 38. 
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perorangan anggota perserikatan. Pemanfaatan harus ditentukan oleh 
pimpinan atas dasar musyawarah, bagi kepentingan perserikatan atau 
kepentingan masyarakat. 
b. Hak Milik Khusus51 
Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 
dorongan-dorongan yang merupakan fitrah dan insting-insting sosial. Di 
antaranya adalah insting ingin memiliki dan menyukai harta benda, insting 
inilah yang mendorong manusia melakukan usaha, pembangunan dan 
ingin kekal. 
Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik ini disertai 
dengan pengaturannya. Penghormatan terhadap hak milik juga disertai 
dengan penghormatan terhadap harta benda yang merupakan tumpuan 
dari hak milik. Penghormatan ini tampak sebagai berikut: 
1) Bahwa syari‟at menganggap harta termasuk 5 (lima) tujuan yang wajib 
dijaga dan dipelihara, yakni: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. 
2) Syari‟at melarang orang melanggar ketentuan atas harta ini dengan 
macam apa pun bentuk pelanggarannya. Dalam khutbah wada‟ 
(pelaksanaan haji terakhir/perpisahan oleh Rasulullah salallahu „alahi 
wasallam), Rasulullah bersabda: 
 “Sesungguhnya darahmu sekalian, harta dan kehormatan adalah hal-
hal yang harus dihormati olehmu sampai kamu menemui Tuhanmu, 
seperti terhormatnya harimu ini, dalam bulanmu ini, di negerimu ini. 
Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan, Ya Allah, maka 
saksikanlah oleh-Mu.”  
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Pada prinsipnya Isam tidak membatasi bentuk dan macam usaha 
begi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam tidak 
membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. 
Setiap orang leluasa melakukan usaha dengan sekuat tenaga untuk 
memperoleh hasil sebanyak mungkin yang dapat dicapai, sesuai dengan 
kemampuan dan keterampilannya, selama usaha itu dilakukan dengan 
wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran 
serta tidak menganiaya orang lain dan tidak membahayakan orang lain 
dan tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal pemilikan harta ini Islam 
mengakui adanya perbedaan tingkat kemampuan, kecakapan dan 
keterampilan tiap-tiap orang, demikian pula perbedaan hasil usaha yang 
diperoleh. 
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah 
Pada prinsipnya praktik asuransi syariah berjalan seirama dengan 
perkembangan zaman. Bangsa-bangsa lain di dunia internasional telah 
mempraktikkan bisnis asuransi secara syariah yang telah berkembang 
sejak tahun 80-an. Di Indonesia pun sejak awal ‟90-an telah berdiri 
perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang dalam operasionalnya 
menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan jalan menghindari hal-hal 
yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti transaksi gharar 
(ketidakjelasan), maysir (perjudian) dan riba (rente).52 
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Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak 
dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil 
temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat 
pencerahaan (reinaissance). Dasar yang menjadi semangat operasional 
asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya 
hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau 
golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk 
pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.53 
Lain halnya dengan asuransi syariah. Asuransi dalam literatur 
keIslaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi 
atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek 
tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik 
asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas 
dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, 
akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi 
sosial (social vision) yang menjadi landasan utama (eminent) dan visi 
ekonomi (economic vision) yang merupakan landasan periferal.54 
Asuransi Takaful di Indonesia sendiri pertama kali didirikan secara 
resmi pada tanggal 25 Agustus 1994. Pendirian ini dilakukan secara resmi 
di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini 
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diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: 
Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.55  
1. Pengertian Asuransi  
Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, assurantie dan dalam 
hukum Belanda dipakai kata Verzekering. Kata ini kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. 
Dari kata assurantie ini kemudian muncul istilah assuradeur bagi 
penanggung dan geassureede bagi tertanggung atau dengan istilah lain 
disebut juga penjamin dan terjamin. Begitu juga dari istilah verzerkering di 
atas, timbullah peristilahan verzekerar bagi penanggung dan verzerkerde 
bagi “tertanggung”. Dalam bahasa Italia disebut insurensi yang berarti 
“jaminan”. Dalam bahasa Inggris asuransi ini berasal dari kata Assurannce 
yang berarti “jaminan”.56 
Asuransi merupakan hal yang baru dalam kajian keIslaman (fiqh), 
artinya pembahasan dalam masalah ini belum dikenal dan dijumpai pada 
fikih klasik karena masalah asuransi baru muncul pada abad ke-13 dan 
ke-14 di Italia.57 
Barunya pembahasan asuransi untuk fiqh ini menyebabkan tidak 
terdapat persamaan terminologi (arab dan fikih) yang dipergunakan oleh 
para ulama kontemporer. Setidaknya terdapat 3 istilah yang digunakan 
para ulama, yaitu al-ta‟min, al-takaful dan al-tadhamun. Istilah asuransi 
disebut at-ta‟min, penanggung disebut mu‟ammin, tertanggung disebut 
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mu‟amman lahu atau musta‟min. At-ta‟min diambil dari ammana yang 
artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari 
rasa takut. Seperti yang disebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu “Dialah 
Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” Namun istilah at-
tadhamun dan al-takaful lebih sering digunakan oleh para ulama dalam 
tulisan-tulisan maupun istilah yang dipergunakan dalam forum-forum 
diskusi fiqh internasional.58 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah at-takaful al-ijtima‟i 
atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam 
yang saling memikirkan, memerhatikan dan membantu mengatasi 
kesulitan; anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan 
yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya sebagai 
keberuntungan yang lain. Sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “Orang-
orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan 
bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan 
yang besar” dan hadist lainnya, “Perumpamaan orang-orang mukmin 
dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah 
satu anggota  tubuhnya merasakan kesakitan maka seluruh anggota 
tubuhnya yang lain turut merasakan kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak 
berjangkit pada anggota yang lain).”59 
Di Indonesia sendiri asuransi Islam sering dikenal dengan istilah 
takaful yang berasal dari takafala-yatakafalu yang berarti menjamin atau 
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saling menanggung. Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah 
mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 
21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 
1, disebutkan pengertian asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun) 
adalah saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru‟ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.60 
Ahli fikih kontemporer Wahbahaz-Zuhaili mendefinisikan asuransi 
dalam dua bentuk, yaitu at-ta‟minat-ta‟awuni dan at-ta‟minbi qist sabit. At-
ta‟minat-ta‟awuni atau asuransi tolong-menolong adalah: “kesepakatan 
sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika 
salah seorang di antara mereka mendapat kemudaratan.” At-ta‟minbi qist 
sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: 61 
“Akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada 
pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan 
perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi 
ganti rugi.” 
 
Pengertian secara umum dari asuransi (takaful) Islam tidak jauh 
berbeda dengan asuransi konvensional, di mana terdapat peserta 
penyetor premi (penanggung) dan peserta penerima pembayaran klaim 
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(tertanggung) serta dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi 
sebagai fasilitator.62 
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah   
Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, 
saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi 
penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan 
secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada 
setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan 
kepada setiap sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana 
firman Allah Ta‟ala dalam Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 2 yang 
artinya:63 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2) 
 
Sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis 
pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran 
Islam, yaitu Al-Qur‟an dan sunnah Rasul yang kemudian dijadikan 
landasan dalam hal ini yang metodologinya tidak jauh berbeda dengan 
yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.64 
a. Landasan Hukum Normatif 
Kebanyakan ulama (jumhur) memakai metodologi konvensional 
dalam mencari landasan syariah (al-asas al-syar‟iyyah) dari suatu pokok 
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masalah. Landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam 
praktik bisnis asuransi adalah: Al-Qur‟an, sunnah nabi, piagam Madinah, 
praktik sahabat, ijma‟, qiyas, syar‟u man qablana dan istihsan serta hukum 
positif yang berlaku di Indonesia.65 
1) Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan 
tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi 
dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-ta‟min secara nyata dalam 
Al-Qur‟an. Walaupun begitu Al-Qur‟an masih mengakomodir ayat-ayat 
yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik 
asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat 
untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (peril) di masa 
mendatang. 
Di antara ayat-ayat Al-Qur‟an yang mempunyai muatan nilai-nilai 
yang ada dalam praktik asuransi adalah: 
(a) Surah al-Maidah [5]: 2 
Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama 
manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan 
anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar 
digunakan sebagai dana sosial (tabarru‟) yang difungsikan untuk 
menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami 
masalah (peril).  
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(b) Surah al-Baqarah [2]: 185 
Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu...” 
Dalam konteks asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa 
dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk 
menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan 
dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang 
tidak disengaja. 
(c) Surah al-Baqarah [2]: 261 
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: 
seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah [2]: 261) 
 
QS. Al-Baqarah [2]: 261 merupakan sebuah anjuran normatif untuk 
saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai Allah. 
Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya 
dengan pembayaran premi ke rekening tabarru‟ adalah salah satu wujud 
dari penafkahan harta di jalan Allah, karena pembayaran tersebut 
diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi 
jika mengalami musibah (peril) dikemudian hari. 
(d) Surah Yusuf [12]: 47-49 
Artinya: “... Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun 
(lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah 
kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun 
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sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia 
diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras 
anggur.” (QS. Yusuf [12]: 47-49) 
 
Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas untuk diterapkan pada 
praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi 
berarti kita secara tidak langsung telah mengamalkan perilaku proteksi 
tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip 
dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap 
kejadian yang membawa kerugian ekonomi. 
(e) Surah al-Taghabun [64]: 11 
Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang 
kecuali dengan izin Allah ...” 
Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam bentuk 
manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut 
agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian 
tersebut dapat diminimalisasi. 
(f) Surah Luqman [31]: 34 
Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan 
hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang 
pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok,; dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqman [31]: 34) 
 
(g) Surah Ali Imran [3]: 145 dan 185 
Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati ...” (QS. Ali 
Imran [3]: 185) 
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Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan 
izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya.” (QS. Ali Imran [3]: 
145) 
(h) Surah an-Nisa‟ [4]: 7 
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” 
 
(i) Surah Ali Imran [3]: 37 
Artinya: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 
penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang 
baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya ...” (QS. Ali Imran 
[3]: 37) 
 
Dalam ayat ini memberikan gambaran tentang kafalah 
(penanggungan; penjaminan) yang dilakukan oleh Nabi Zakaria terhadap 
Maryam dalam bentuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan 
hidupnya. Kafalah dalam literatur fiqh (hukum Islam) biasanya dibagi 
menjadi dua, yaitu; kafalah an-nafs (penjaminan untuk orang) dan kafalah 
al-mal (penjaminan untuk harta). 
2) Sunnah Nabi 
Pengertian sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, 
tradisi dan terpuji. Kalangan ahli agama dalam mengartikan sunnah 
berbeda-beda, sebab para ulama memandang sunnah dari segi yang 
berbeda-beda pula dan membicarakannya dari segi yang berlainan. 
Ulama hadis memberi pengartian sunnah adalah “Segala yang dinukilkan 
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dari Nabi  Shallallahu „Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, 
taqrirnya atau selain itu.” 
Menurut pengertian ini, sunnah meliputi biografi Rasulullah, sifat-sifat 
Rasulullah baik berupa fisik, umpamanya; mengenai tubuhnya, rambutnya 
dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Rasulullah 
dalam keadaan sehari-hari, baik sebelum atau sesudah bi‟tsah (diangkat) 
menjadi Rasul. 
a) Hadis tentang aqilah 
Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih 
dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita 
tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga 
mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang 
dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut 
mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah 
memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut 
dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan 
memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah 
(diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-
laki).” (HR. Bukhari) 
 
Penanggungan bersama oleh aqilah-nya merupakan suatu kegiatan 
yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. 
Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) 
antar anggota suku. 
b) Hadis tentang niat 
Artinya: “Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra, dia berkata: Telah 
bersabda Rasulullah  Shallallahu „Alaihi Wasallam: “Sesungguhnya 
semua pekerjaan itu (tergantung) dengan niatnya dan setiap orang 
itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya.” (Muttafaq alaih) 
 
Dalam bisnis asuransi, yang perlu diperhatikan sejak awal adalah 
niat seseorang ikut serta di dalamnya. Seorang yang menjadi anggota 
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perkumpulan asuransi harus meluruskan niatnya dengan memberikan 
motivasi pada dirinya, bahwa dia berasuransi hanya untuk saling tolong-
menolong dan bantu-membantu antara sesama anggota asuransi dengan 
didasari untuk mencari keridaan Allah. 
c) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang 
Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad 
bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya 
seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wata‟ala akan 
menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang 
mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan 
mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR.Muslim) 
 
Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadis di atas terlihat dalam 
bentuk pembayaran dana sosial (tabarru‟) dari anggota (nasabah) 
perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk 
kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan 
saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (peril). 
d) Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya 
Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa‟ad bin Abi Waqasy. Telah 
bersabda Rasulullah  Shallallahu „Alaihi Wasallam: “Lebih baik jika 
engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan 
kaya raya, daripada meniggalkan mereka dalam keadaan miskin 
(kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” 
(HR.Bukhari) 
 
Dalam pelaksanaan operasionalnya, organisasi asuransi 
mempraktikkan nilai yang terkandung dalam hadis di atas dengan cara 
mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang 
digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika 
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pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk 
kematian nasabah atau kecelakaan diri. 
e) Hadis tentang kifl al-yatim 
Artinya: “Diriwayatkan dari Sahal bin Sa‟ad ra, mengatakan, 
Rasulullah telah bersabda: “Saya dan orang yang menanggung anak 
yatim nantinya akan di surga seperti ini, Rasulullah bersabda sambil 
menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah.” (HR.Bukhari) 
 
Secara khusus hadis tersebut diarahkan pada diri anak yatim. Pada 
kondisi yang lain hadis ini tidak hanya dapat diterapkan pada anak yatim 
saja, tetapi dapat diperluas dalam tataran yang lebih umum yaitu setiap 
aktivitas pertanggungan yang didasarkan atas motivasi saling tolong-
menolong antara sesama manusia. 
f) Hadis tentang menghindari risiko 
Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang 
kepada Rasulullah  Shallallahu „Alaihi Wasallam tentang (untanya): 
“Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada 
(Allah)?” Bersabda Rasulullah: “Pertama ikatlah unta itu kemudian 
bertawakallah kepada Allah.” (HR.at-Turmudzi) 
 
Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara 
mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang serendah 
mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika 
ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. 
Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, 
maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut. 
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g) Hadis tentang perjanjian 
Artinya: “Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka 
sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” (HR.at-Turmudzi) 
Hadis ini menjelaskan tentang prinsip umum dalam melakukan akad 
atau transaksi. Dalam perusahaan asuransi akad atau transaksi yang 
disepakati antara anggota (nasabah) dengan pengelola asuransi harus 
berdasarkan syarat-syarat tersebut telah disepakati, maka kedua belah 
pihak (nasabah dan perusahaan) terikat dalam suatu ikatan (al-„aqdu) 
yang harus dipatuhi bersama, kecuali syarat-syarat yang tidak sesuai 
dengan ketentuan syariah. 
3) Piagam Madinah 
Dalam Piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Nabi terdapat 
ketentuan tentang keharusan untuk membayar tebusan tawanan oleh 
komunitasnya.  
Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi  Shallallahu 
„Alaihi Wasallam, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) 
dari Quraisy dan Yatsrib dan orang yang mengikuti mereka, 
menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya 
mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum 
muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-
membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin.” 
 
Dalam konstitusi ini dijelaskan tentang peraturan bersama antara 
orang Quraisy yang berhijrah (migran) dngan suku-suku yang tinggal di 
Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana 
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kerjasama saling menolong. Pasal 11 Piagam Madinah memuat ketentuan 
bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukmin berada 
dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar diyat atau tebusan 
tawanan seperti disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu. Ketentuan ini 
menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan. 
4) Praktik Sahabat 
Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti 
rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab ra. Pada 
suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (diwan) saudara-
saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya 
tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama 
lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas 
pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota 
masyarakat mereka. Khalifah Umarlah orang yang pertama kali 
mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional 
perwilayah dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung 
beban. 
5) Ijma‟ 
Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal ini 
(aqilah). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain 
terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini. 
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Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik aqilah 
mendorong ulama untuk bermufakat (ijma‟) bahwa perbuatan semacam 
aqilah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
syariah Islam. 
6) Syar‟u Man Qablana 
Syar‟u man qablana dalam pandangan Wahab Khalaf adalah salah 
satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam 
melakukan penetapan hukum (istimbath al-hukm) dengan mengacu pada 
cerita dalam Al-Qur‟an atau sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum 
syar‟i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang 
ada dalam al-Qur‟an maupun sunnah Nabi. 
7) Istihsan 
Istihsan dalam pandangan ahli ushul adalah memandang sesuatu itu 
baik. Kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak 
pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah 
yang berkelanjutan. 
b. Landasan Hukum Positif 
Untuk landasan hukum dari segi hukum positif, hingga saat ini 
asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 
1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang 
mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur 
mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata 
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lain, UU No. 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang 
kuat bagi asuransi syariah.66 
Untuk menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi 
syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional 
tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak 
termasuk dalam jenis perundang-undangan di Indonesia.67 
Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan 
pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu:68 
1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pada Pasal  
menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi 
atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah.” 
2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan 
dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai 
kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh 
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 Dewi Op,cit. hlm. 142. 
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 Ibid., 
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perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip 
syariah. 
3) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 
4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem 
Syariah. 
3. Jenis-jenis Asuransi  
a. Asuransi Syariah 
Dalam Fatwa DSN-MUI Pasal 5 ayat 1, berdasarkan jenisnya, 
asuransi terbagi dua, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi 
bentuk takaful keluarga atau jiwa memberikan perlindungan finansial 
kepada peserta asuransi dalam menghadapi bencana kematian dan 
kecelakaan yang menimpa peserta asuransi.69 
Takaful sebagai asuransi yang dibenarkan syarak karena 
mendasarkan pada prinsip taawun (tolong-menolong) dan dikelola secara 
Islami dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam produk, yaitu:70 
1) Takaful Umum (asuransi umum Islam) 
Merupakan produk yang menawarkan perlindungan atau jaminan 
terhadap resiko-resiko yang bersifat umum untuk perusahaan-perusahaan 
atau individu-individu (para partisipan). Produk takaful umum meliputi 
                                                          
69
 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga (Yogyakarta, 2016), 
hlm. 17. 
70
 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta, 2006), 
hlm. 59. 
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takaful kendaraan bermotor, kebakaran, kecelakaan diri, pengangkutan 
laut, takaful rekayasa/Engineering dan lain-lain.71 
2) Takaful Keluarga (asuransi jiwa Islam) 
Merupakan produk yang memberikan pertanggungan untuk para 
partisipan atau individu dalam jangka panjang, dengan batas waktu 
berkisar antara 10 sampai dengan 40 tahun.72 Produk takaful keluarga 
meliputi takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful 
dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan 
diri dan takaful khairat keluarga.73 
3) Asuransi Retakaful (reasuransi Islam) 
Merupakan perusahaan asuransi takaful yang menawarkan jaminan 
untuk perusahaan asuransi takaful terhadap berbagai resiko. Jadi, 
fungsinya sama dengan perusahaan reasuransi konvensional.74 
b. Asuransi Konvensional 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian, yang dalam Bab III Pasal 3 menyebutkan bahwa bentuk-
bentuk asuransi terdiri dari tiga macam, yaitu :75 
1) Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa 
dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa 
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 Ibid., 
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 Ibid., 
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 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
(Jakarta, 2007), hlm. 153. 
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yang tidak pasti. Ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas asuransi 
kerugian, termasuk reasuransi. 
2) Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam 
penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau 
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkup 
kegiatannya meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, diri dan 
anuitas. 
3) Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan 
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan 
asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Ruang lingkup kegiatannya 
hanya sebatas reasuransi. 
Selain bentuk di atas, ada yang disebut dengan asuransi sosial yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, yang memiliki ciri-ciri dimana sifat 
hubungan pertanggungan adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat 
atau anggota masyarakat tertentu. Penentuan penggantian kerugian diatur 
oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu. 
Tujuannya adalah memberikan jaminan sosial (social security), bukan 
untuk mencari keuntungan.76 
Jenis-jenis asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah 
adalah: 
a. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN),  
b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),  
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c. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri),  
d. Asuransi Kesehatan (Askes), 
e. Pertanggungan kecelakaan penumpang dan pertanggungan 
kecelakaan lalulintas (Jasa Raharja). 
Asuransi sosial kesehatan (ASKES) dan asuransi sosial 
ketenagakerjaan tersebut yang pada tahun 2014 kemudian diubah 
menjadi BPJS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang namanya menjadi 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.77 
4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah  
Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang 
kuat dan kokoh. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun 
asuransi jiwa memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman untuk 
penyelenggaraan kegiatan perasuransian, yaitu Insurable Interest 
(kepentingan yang dipertanggungkan), Utmost Good Faith (kejujuran 
sempurna), Indemnity (indemnitas), Subrogation (subrogasi), Contribution 
(kontribusi), Proximate Cause (kausa proksimal).78 Begitu pula dalam hal 
ini, asuransi syariah terdapat 10 macam prinsip dasar, yaitu tauhid, 
keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, 
larangan riba‟, larangan judi dan larangan gharar (Ketidak-pastian).79 
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a. Tauhid (unity) 
Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan 
ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan 
syari‟at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasikan nilai-nilai 
ketuhanan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala QS. Al-Hadid 
(57): 4 yang artinya “... dan Dia selalu bersamamu di mana pun kamu 
berada...” 
b. Keadilan (Justice) 
Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah 
merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang 
terikat dengan akad. 
c. Tolong-menolong (Ta‟awun) 
Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-
menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad. 
Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5): 2. 
d. Kerjasama 
Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada 
pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat 
berbentuk akad perjanjian, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kerja 
sama di antara pihak-pihak dibenarkan oleh agama Islam, sebagaimana 
firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang artinya “... Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa).” 
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e. Amanah 
Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-
nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi 
kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan 
keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu 
setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan 
yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha 
ini harus sesuai dengan syarat Islam. 
f. Kerelaan 
Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap 
peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam 
akad. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 
dalam QS. An-Nisa‟ (4): 29 yang artinya “... Kerelaan di antara kamu 
sekalian...” 
g. Larangan Riba 
Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk 
memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau cara bathil, 
sebagaimana firman Allah yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa‟ (4): 29) 
 
Dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian 
kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang 
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belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.”(QS. 
Al-Baqarah [2]: 278) 
 
h. Larangan Maysir (judi) 
Prinsip larangan maysir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk 
menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi 
syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam 
berasuransi sebagaimana firman Allah melarang maysir (judi) yang 
artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 
(QS.Al-Maidah (5): 90) 
 
i. Larangan Gharar (ketidakpastian) 
Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam satu 
kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidak-
pastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan. 
Rasulullah  Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda tentang gharar dalam 
hadis yang artinya “Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah  
Shallallahu „Alaihi Wasallam melarang jual-beli hashah dan jual-beli 
gharar.” (HR. Bukhari-Muslim) 
5. Akad-akad dalam Asuransi Syariah  
Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda 
dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad, yaitu:80 
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 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga (Yogyakarta, 2016), 
hlm. 60. 
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a. Akad Tabarru‟ 
Tabarru‟ dalam makna hibah atau pemberian dapat dilihat dalam 
firman Allah surat An-Nisa‟ [4]: 4 yang artinya “...Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya”. 
Terdapat tiga ketentuan dalam akad tabarru‟ yaitu‟ (1) Akad tabarru‟ 
pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan 
tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan 
komersial, (2) Dalam akad tabarru‟ sekurang-kurangnya harus disebutkan 
hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak & kewajiban 
antara peserta secara individu dalam akad tabarru‟ selaku peserta dalam 
arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 
Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru‟ yang 
sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta 
asuransi, untuk kepentingan dana kebajikan atau tolong-menolong. Pihak 
yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan 
untuk menerimad apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan 
dari Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. 
Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad 
tabarru‟ adalah sebagai berikut: 
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1) Dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang 
akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang 
terkena musibah. 
2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 
dana tabarru‟ (mu‟amman/mutabarra‟ lahu) dan secara kolektif selaku 
penanggung (mu‟ammin/mutabarri). 
3) Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad 
wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi. 
b. Akad Tijarah 
Akad lain yang dapat digunakan dalam bisnis asuransi syariah 
adalah akad tijarah (mudharabah). Bentuk akad ini didasarkan prinsip 
profit and loss sharing atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini 
dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di 
mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan 
nasabah. Dalam akad ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan 
akad yang dibuat, sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi 
juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta. 
Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan 
maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. 
Perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah musytarakah, 
yaitu bentuk akad mudharabah di mana pengelola (mudharib) 
menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa MUI 
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No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah, 
dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan (saving). 
Terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan tentang 
ketentuan dalam akad tijarah dan akad tabarru‟, yaitu: 
1) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru‟ bila pihak 
yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga 
menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan 
kewajibannya. 
2) Jenis akad tabarru‟ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. 
c. Akad Wakalah bil Ujrah 
Perusahaan asuransi juga bisa menggunakan akad wakalah bil 
ujrah. Akad ini adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan 
asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau 
melakukan kegiatan lain. Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk 
asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun 
unsur tabarru‟ (non-saving). 
1) Ketentuan Akad Wakalah bi Ujrah 
Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 
a) Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah 
b) Akad dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau 
reasuransi, baik dalam hal tabarru‟ maupun tabungan (saving). 
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c) Objek wakalah bi ujrah meliputi kegiatan admistrasi, pengelolaan 
dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio 
resiko, pemasaran dan investasi. 
d) Dalam akad Wakalah bil Ujrah, sekurang-kurangnya harus 
disebutkan hak & kewajiban peserta dan perusahaan; besaran, 
cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi; dan syarat-
syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang 
diadakan. 
2) Kedudukan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah 
a) Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang 
mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana 
disebutkan. 
b) Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving 
bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). 
c) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru‟ 
bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). 
d) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang 
diterimanya, kecuali atas izin muwakkil. 
e) Akad wakalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan 
tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung 
risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang 
telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 
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f) Perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai wakil tidak berhak 
memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang 
digunakan adalah akad wakalah. 
Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar 
dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam 
praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian 
untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi 
dengan perusahaan asuransi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa 
Ta‟ala dalam QS. Al-Maidah [5]: 1 yang artinya “Hai orang-orang yag 
beriman, penuhilah akad-akad itu...”81 
Akad secara bahasa berarti ar-ribthu atau ikatan, yaitu ikatan yang 
menggabungkan antara dua pihak. Menurut ulama fikih, akad adalah 
“Ikatan antara Ijab (penyerahan) dan Qabul (penerimaan) dalam bentuk 
(yang sesuai dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada 
tempatnya.” Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan 
dengan mu‟ahadah ittifa‟ atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal 
dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan. Kata akad berasal dari kata 
al-„Aqd, yaitu mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-Rabt).82 
Akad atau kontrak asuransi memiliki keterikatan pada kedua belah 
pihak dan dalam menjalankannya kedua belah pihak harus menerapkan 
asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Asuransi syariah 
berbeda dengan kontrak asuransi konvensional. Hal ini karena asuransi 
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 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta, 2004), hlm. 136. 
82
 Nopriansyah Op,cit. hlm. 61. 
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syariah berlandaskan konsep mudharabah. Majelis Ulama Indonesia, 
melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang 
akad asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah yang dilakukan 
antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru‟ 
dan dalam akad disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, 
cara dan waktu pembayaran premi dan jenis akad tijarah dan tabarru‟ 
serta syarat-syaratnya sesuai jenis asuransi yang diakadkan.83 
6. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah 
Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor tertanggung 
kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka 
penanggung belum terikat dalam tranasaksi untuk membayar ganti rugi 
kalau timbul risiko. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah 
seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening 
“Derma” yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada 
peserta. Besarnya nominal premi yang disetor bergantung pada jenis 
asuransi yang dipilih. Kemudian uang angsuran premi asuransi yang 
disetor akan dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk 
diinvestasikan pada proyek-proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan 
syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dimasukkan 
kembali ke dalam “Kumpulan Dana Peserta”.84 
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 Ahmad Rodoni, Asuransi & Pegadaian Syariah (Jakarta, 2015), hlm. 43. 
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a. Takaful Keluarga 
Pengelolaan dana asuransi syariah pada Takaful Keluarga premi 
yang dibayarkan oleh peserta dipisahkan dalam dua rekening, yaitu:85  
1) Rekening dana tabarru‟, yaitu rekening yang diniatkan derma dan 
digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, 
apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau 
mengalami musibah lainnya.86 
2) Rekening tabungan peserta (saving), yaitu dana yang merupakan 
milik peserta dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta 
mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.87 
Kontribusi/premi takaful bisa diangsur secara bulanan, seperempat 
tahunan, setengah tahunan, atau tahunan. Jumlah angsuran minimal 
ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, 
jadwal angsuran dan jumlah pertanggungan. 88  Sistem ini merupakan 
realisasi dari akad takfulli dan akad mudharabah, agar asuransi syariah 
dapat terhindar dari unsur gharar dan maysir. Selanjutnya, kumpulan dana 
peserta diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan 
oleh syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi, setelah dikurangi 
beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagikan berdasarkan 
prinsip bagi hasil (mudharabah) sesuai dengan kesepakatan bersama. 
Persentase bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan 
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 Nopriansyah Op,cit. hlm. 74. 
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 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 
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akad kerja sama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, 
misalnya 70 : 30, artinya 70% dari keuntungan untuk peserta asuransi, 
30% untuk perusahaan asuransi dan seterusnya. Bagian keuntungan milik 
peserta asuransi sebesar 70% akan ditambahkan ke dalam rekening 
tabungan dan derma secara proporsional. Bagian keuntungan milik 
perusahaan asuransi sebesar 30% akan digunakan untuk membiayai 
operasional perusahaan.89 
b. Takaful Umum 
Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam 
rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru‟ dan 
digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah 
atas harta benda atau peserta itu sendiri.90 
Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana 
peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-
pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan 
investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana 
peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi 
asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip 
mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta kan dikembalikan kepada 
peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. 
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Sedangkan, bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan 
digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.91 
7. Perbedaan Asuransi Komersial dan Asuransi Syariah 
Perbedaan yang utama di antara keduanya terletak pada pengelolaan 
dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara 
pembayaran klaim.  
Perbedaan antara asuransi komersial dan asuransi syariah dapat 
dilihat pada tabel berikut:92  
Asuransi Syariah Asuransi Komersial  
Asuransi Takaful akadnya adalah 
hibah. Dan keberadaan gharar 
dalam akad hibah dibolehkan. 
Akadnya tukar-menukar 
(mu‟awadhah). Maka keberadaan 
gharar pada akad ini hukumnya 
haram. 
Perusahaan pengelola asuransi 
syariah statusnya adalah wakil dari 
para pemegang polis. 
Perusahaan asuransi komersial 
statusnya adalah pemilik dana. 
Perusahaan pengelola asuransi 
syariah bukanlah pemilik premi 
yang dikumpulkan dari para 
peserta. 
Premi yang dikumpulkan dari pihak 
tertanggung merupakan milik 
perusahaan asuransi sebagai imbalan 
kesiapan menanggung ganti rugi atas 
risiko yang diasuransikan. 
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Sisa uang setelah dipotong ganti 
rugi yang diberikan kepada pihak 
tertanggung dan biaya 
operasional, milik pemegang polis 
bukan perusahaan asuransi. 
Sisa uang setelah dipotong ganti 
rugi yang diberikan kepada pihak 
tertanggung merupakan laba milik 
perusahaan. 
Laba dari investasi dana yang 
tersimpan dipotong persen bagi 
hasil untuk perusahaan pengelola 
dikembalikan kepada pemegang 
polis sebagai. 
Keuntungan dari dana yang 
dikembalikan dimiliki penuh oleh 
perusahaan asuransi. 
Tujuannya tolong-menolong antar 
sesama. 
Tujuan asuransi komersial adalah 
perolehan laba. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS Kesehatan)   
Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 
masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan 
perorangan.93 
Usaha kearah itu telah dirintis sebelumnnya oleh pemerintah dengan 
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, 
di antaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek 
(Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima 
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pensiun, veteran dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak 
mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda).94  
Disebabkan hal yang sulit dikendalikan pada jaminan sosial tersebut 
maka, Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini 
mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk 
termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).95 
1. Jaminan Kesehatan Nasional  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam 
bab ketentuan umum mengenai Jaminan Kesehatan, bahwa jaminan 
kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerintah.96 
Dalam Naskah Akademik SJSN, Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) adalah suatu program pemerintah dan masyarakat/rakyat 
dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang 
                                                          
94
 Ibid., 
95
 Ibid. hlm. 10. 
96
 Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS (Jakarta, 2014),. 
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menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat 
hidup sehat, produktif dan sejahtera.97 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan, bahwa Jaminan 
Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS 
Kesehatan yang beroprasi pada 1 Januari 2014 dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan 
dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain : 
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 
Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013.98 
Berdasarkan hal itu, maka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN). Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan 
perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan 
medis habis pakai yang diperlukan. Sistem Jaminan Sosial ini 
diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang 
bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar 
semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga 
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mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang 
layak.99 
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, 5 Jenis program jaminan sosial dalam SJSN 
adalah : 
a. Jaminan Kesehatan  
Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 
b. Jaminan Kecelakaan Kerja 
Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta jaminan kecelakaan kerja 
adalah seseorang yang telah membayar iuran. Peserta yang mengalami 
kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan 
kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan 
manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal 
dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai 
diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau 
pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. 
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c. Jaminan Hari Tua 
Jaminan hari tua diselenggarakan dengan  tujuan untuk menjamin 
agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, 
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau 
tabungan wajib. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan 
sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, 
atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua 
ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan 
ditambah hasil pengembangannya. Peserta jaminan hari tua adalah 
peserta yang telah membayar iuran. 
d. Jaminan Pensiun 
 Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat 
kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang 
penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat 
total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Peserta jaminan 
pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan 
pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:   
1) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal 
dunia;   
2) Pensiun cacat, diterima peserta yang  cacat akibat kecelakaan atau 
akibat penyakit sampai meninggal dunia;   
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3) Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai 
meninggal dunia atau menikah lagi;   
4) Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 
(dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau   
5) Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai 
batas waktu tertentu. 
e. Jaminan Kematian. 
Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris 
peserta yang meninggal dunia. Jaminan kematian diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta jaminan kematian 
adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan 
kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu 
jumlah nominal tertentu. 
2. Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
a. Asas Penyelenggaraan BPJS Kesehatan 
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan sosial nasional, didasarkan pada 3 asas: 
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1) Kemanusiaan 
Asas kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan 
penghargaan terhadap kemanusiaan dan memungkinkan setiap orang 
mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermanfaat. 
2) Manfaat  
Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional 
menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Melalui program ini, 
setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup 
yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau 
berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami 
kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau pensiun. 
3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang 
bersifat idiil. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan 
program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
b. Tujuan Penyelenggaraan BPJS Kesehatan 
Dalam UU No. 24 Tahun 2011 (Pasal 3), disebutkan bahwa BPJS 
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta 
dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar 
hidup penduduk Indonesia. 
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c. Prinsip Penyelenggaraan BPJS Kesehatan 
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, BPJS diselenggarakan berdasarkan pada 9 
prinsip : 
1) Kegotong-royongan  
Prinsip kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan antar 
peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan 
dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat 
gaji, upah atau penghasilannya. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme 
gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang 
mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang 
beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi; dan peserta yang sehat 
membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan 
sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
2) Nirlaba 
Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang 
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 
Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) 
bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama 
penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-
besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya 
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dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan peserta. 
3) Keterbukaan 
Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi 
yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. 
4) Kehati-hatian  
Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, 
teliti, aman dan tertib. 
5) Akuntabilitas  
Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan 
pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
6) Portabilitas  
Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang 
berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7) Kepesertaan bersifat wajib   
Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang 
mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang 
dilaksanakan secara bertahap. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar 
seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. 
Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi bagi seluruh rakyat, 
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan 
pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama 
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dimulai dari pekerja di sektor formal,  bersamaan dengan itu sektor 
informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat 
mencakup petani, nelayan dan mereka yang bekerja secara mandiri, 
sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup 
seluruh rakyat. 
8) Amanat  
Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil 
pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan 
sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 
9) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya 
untuk  pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan 
peserta. 
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)  
a. Fungsi BPJS Kesehatan 
UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan 
menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.100 
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b. Tugas BPJS Kesehatan 
Tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 
2011 memberikan kewenangan kepada BPJS yang salah satunya adalah 
membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah.101 
Secara lengkapnya dalam UU No. 24 Tahun 2011 BPJS memiliki 
tugas, yaitu: 
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;  
2) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari peserta dan pemberi kerja; 
3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah;  
4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;  
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;  
6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 
sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;  
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 
sosial kepada peserta dan masyarakat.  
c. Wewenang BPJS Kesehatan 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, yang 
diatur berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) berwenang:  
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1) Menagih pembayaran Iuran. Kewenangan dalam arti meminta 
pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau 
kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan 
kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada 
BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. 
2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek 
dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai; 
3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta 
dan pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 
4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif 
yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 
kesehatan; 
6) Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja 
yang tidak memenuhi kewajibannya; 
7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
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8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program jaminan sosial. 
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BAB III 
  METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial yang berlokasi di Jalan Andi Pangeran Pettarani 2 No. 78, 
Tamamaung, Panakkukang, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan. Pemilihan kantor ini karena BPJS merupakan badan 
hukum yang bertugas menjalankan Program Jaminan Kesehatan Negara. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas dua, yakni : 
1. Data primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui 
wawancara (interview). Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 
terkait dengan penelitian ini yakni Kepala Unit Penagihan dan Keuangan 
Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang Makassar, 
Irawati Renreng. 
2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
dalam hal ini dokumen yang diperoleh dari Kantor Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial di Makassaar dan literatur yang ada relevansinya dengan 
penelitian ini, yakni Hukum Asuransi, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih 
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Muamalah serta data-data yang diperoleh dari media elektronik yang 
berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara (interview) 
Sehubungan dengan hal ini penulis melakukan wawancara 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak terkait 
yang telah disebutkan di atas, kemudian berkembang saat melakukan 
wawancara untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 
masalah penelitian ini. 
2. Studi Dokumen  
Dalam penelitian ini penulis melakukan pencatatan terhadap data-
data yang diperoleh dari Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
cabang Makassar dan data-data yang bersumber dari literatur yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini, yakni Hukum Asuransi, Hukum 
Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah serta data-data yang diperoleh dari 
media elektronik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah 
dan dianalisis secara kualitatif kemudian hasil analisis dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini menjadikan 
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datanya dapat dengan mudah difahami dan menjawab masalah-masalah 
yang ada. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional sudah 
diakui sebagai hukum positif tidak tertulis (non perundang-undangan) 
sejak zaman Hindia Belanda. Status Hukum Islam sebagai hukum positif 
tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia terbukti dari pengakuan dan 
pembenarannya berupa dibentuknya oleh pemerintah lembaga-lembaga 
Islam dan juga organisasi berbasis Islam.102 
Istilah asuransi tidak dikenal dalam Al-Qur‟an dan Hadis, namun 
tidak tertutup kemungkinan dikembangankan secara Islami oleh para ahli 
hukum Islam atau fukaha untuk mencari dan menetapkan hukumnya, 
selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan undang-undang 
yang berlaku. 103  Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan 
asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam 
pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar dari unsur gharar 
(ketidakpastian atau spekulasi), maysir (perjudian) dan dalam investasi 
atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba. 
Asuransi yang merupakan hal baru dalam kajian keislaman 
mendapatkan pandangan yang berbeda dari beberapa ulama, diantaranya 
antara lain: 
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Menurut Fathurrahman Djamil, dalam menghadapi masalah asuransi 
ini para ahli fikih kontemporer dapat dikelompokkan menjadi empat 
kelompok:104 
1. Yusuf al-Qardhawi dan „Isa „Abduh mengharamkan asuransi secara 
mutlak, termasuk asuransi jiwa. Menurut mereka, bahwa pada 
asuransi yang ada sekarang ini (konvensional) terdapat unsur-unsur 
yang diharapkan oleh Allah, seperti: 
a. Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan 
mengharamkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi. 
b. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (jahalat 
dan gharar), karena si tertanggung diwajibkan membayar 
sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan beberapa 
jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas, lebih dari itu belum ada 
kepastian apakah jumlah tertentu akan diberikan kepada 
tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada kejadian 
yang telah ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, 
tetapi mungkin juga tidak akan memperolehnya sama sekali. 
c. Asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan 
memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar daripada 
premi yang dibayarkan. 
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 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta, 2015), hlm. 88. 
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2. Musthafa Ahmad Zarqa dan Muhammad al-Bahi membolehkan 
asuransi secara mutlak, tanpa kecuali. Argumentasi yang dipakainya 
sebagai berikut: 
a. Tidak terdapat dalam nash Al-Qur‟an atau Hadis yang melarang 
asuransi. 
b. Dalam asuransi terdapat kesepakstsn dan kerelaan antara kedua 
belah pihak. 
c. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak. 
d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi 
yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan 
pembangunan. 
e. Asuransi termasuk akad murabahat antara pemegang polis 
dengan perusahaan asuransi. 
f. Asuransi termasuk syirkat ta‟awuniyat, usaha bersama yang 
didasarkan pada prinsip tolong-menolong. 
3. Muhammad Abu Zahrah membolehkan asuransi yang bersifat sosial 
dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. 
Adapun „Abdullahibn Zaid membolehkan asuransi kecelakaan dan 
mengharamkan asuransi jiwa. Alasannya hampir sama dengan 
kelompok pertama dan kedua, hanya saja ia mencari titik temu di 
antara keduanya. 
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4. Ada pula ahli fikih yang menganggap asuransi sebagai syubhat, 
sebab tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan tidak 
ada pula dalil yang melarangnya. 
Menurut keputusan konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala 
Lumpur, mengenai asuransi bahwa: 
1. Asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi yaitu 
haram. 
2. Asuransi yang bersifat kooperatif hukumnya halal: 
a. Asuransi yang khusus untuk suatu usaha dapat dilakukan oleh 
manusia (sekumpulan manusia) atas dasar kooperatif. 
b. Suatu asuransi yang tidak terbatas untuk suatu usaha dapat 
dilakukan oleh pemerintah. 
c. Konferensi menganjurkan pemeritah-pemerintah Islam untuk 
mengadakan asuransi yang bersifat kooperatif antara negara-
negara Islam. 
Para peserta asuransi ini membayar iuran berupa uang yang tidak 
boleh diambil kembali kecuali saat ia berhak menerimanya. Mengingat 
pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam lingkup 
internasional yang ada sekarang dianggap halal berdasarkan hukum 
darurat.105 
Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) MUI se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-
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Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya‟ban 
1436 H/ 7-10 Juni 2015 M antara lain menyebutkan soal BPJS Kesehatan, 
sebagai berikut:106 
1. Deskripsi Masalah Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan 
semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk 
menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat 
pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk 
meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas 
kesehatan. 
2. Tentang modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya 
BPJS Kesehatan, dari perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Mu‟amalah, 
dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 
secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep 
ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari 
hubungan hukum atau akad antar para pihak. 
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja 
Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% 
(dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak 
untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan 
dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara 
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 Putusan Ijtima‟ Ulama MUI, 7-10 Juni 
2015, 56-61. 
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keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima 
Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% 
(dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak 
untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total 
iuran yang tertunggak.  
Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS 
Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak 
sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar 
(ketidakpastian, pengambilan hak orang lain yang tidak sepatutnya), 
maysir (perjudian, spekulasi) dan riba (bunga).107 
Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam 
syariah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syariah, yaitu 
melihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah hifz al-nafs. 
MUI memberikan rekomendasi beberapa hal berikut adalah: 
1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak 
dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap 
penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal 
dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat 
latar belakangnya; 
2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem dan memformat modus 
operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. 
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A. Sistem Pembayaran Premi Oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)  
 
1. Sistem Akad dalam BPJS Kesehatan 
Dalam wawancara yang dilakukan pada BPJS Kesehatan cabang 
Makassar, Ibu IrawatI Renreng sebagai Kepala Unit Penagihan dan 
Keuangan menjelaskan bahwa: 
“Dalam mengikuti program jaminan kesehatan ini, tidak adanya polis 
yang digunakan karena merupakan kepesertaan. Saat melakukan proses 
pendaftaran, cukup datang mendaftarkan diri dan anggota keluarga, 
setelah itu akan mendapatkan kartu identitas”.108 
Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang hanya 
mengatur tata cara pendaftaran di BPJS. Seperti yang tertulis dalam UU 
No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 16 Ayat (1) Setiap orang, selain 
Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi 
persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib 
mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada 
BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap 
orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan data 
mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar 
kepada BPJS. Kemudian pada Pasal 18 Ayat (2) Penerima Bantuan Iuran 
wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya 
secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada 
BPJS.  
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 Irawati Renreng, Wawancara Tanggal 08 November 2016 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Makassar. 
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Ketika hal tersebut dilihat dalam kacamata Islam, yang di mana 
dalam segala aspek kehidupan telah diatur agar sesuai dengan Al-Qur‟an 
dan Sunnah, maka tak terkecuali hal mengenai akad pun telah diatur 
sedemikian rupa yang koridornya juga tidak menyalahi aturan hukum 
positif di negara ini. 
Saat medaftarkan diri untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan 
di BPJS dengan memenuhi persyaratan di atas dianggap telah menyetujui 
segala ketentuan yang berlaku. Kemudian jika hal ini dlihat dengan 
mendasarkannya pada hukum Islam, dapat ditemukan hal-hal yang dapat 
menyesatkan masyarakat (ketidakpastian/gharar) yang awam terhadap 
undang-undang dan aturan Islam dalam hal ini akad. 
Dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrak asuransi 
syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. 
Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok 
permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di 
dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas 
dalam pokok permasalahan dan/atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. 
Maysir (perjudian) timbul karena gharar. Peserta (tertanggung) mungkin 
memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan 
resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan 
dalam asuransi sosial. Dalam Fatwa DSN–MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 
dijelaskan bahwa dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : 
a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;  
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b. Cara dan waktu pembayaran premi; 
c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru‟ serta syarat-syarat yang 
disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.  
Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (daman) dari 
BPJS Kesehatan yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat 
terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat 
pertanggungan (al-daman) di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya. 
Syarat pertanggungan (daman) adalah:109 
a. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam 
tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan 
memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami 
kejadian. Artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian 
itu. 
b. Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak 
mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau 
partisipasi (premi). 
c. Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar‟i dengan 
memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta 
dan badan, bukan syirkah harta saja. 
d. Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang 
tidak syar‟i, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya 
baik disebut investasi ataupun reasuransi. 
                                                          
109
 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya, 2009), hlm. 
148 dan 161. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam jaminan 
kesehatan ini (BPJS) mengandung ketidakjelasan (gharar) yang terletak 
pada tidak jelasnya akad yang digunakan kepada para peserta, yang 
dimana jika yang menjadi penanggung dan tertanggung adalah sesama 
peserta, maka yang terjadi adalah akad tabarru‟ (hibah/tolong menolong). 
Namun, hal yang tidak sesuai dengan hibah sendiri dalam BPJS adalah 
tidak jelasnya pemilihan oleh peserta untuk memilih menggunakan akad 
tabarru‟ atau hibah yang dana seluruhnya untuk kepentingan peserta lain, 
tanpa mengharapkan kembali harta hibah itu atau memang diniatkan 
untuk kepentingan pribadi peserta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 
21/DSN-MUI/X/2001, yakni dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta 
memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain 
yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai 
pengelola dana hibah dan jika yang menjadi penanggung dan tertanggung 
adalah BPJS dan peserta, maka ini menyalahi prinsip dari BPJS yaitu 
gotong-royong dan juga BPJS menjanjikan suatu hal yang tidak pasti 
(pelayanan kesehatan) kepada masyarakat yang belum tentu akan sakit 
atau tidak (gharar). Seperti yang dijelaskan pada hadis Bukhari dan 
Muslim yang artinya: 
“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang 
akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. 
(HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab). 
 
Dan juga gotong royong atau ta‟awun itu belum terjadi karena belum 
jelas ada orang kaya menolong orang miskin secara teratur dan terecana, 
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bahkan orang kaya yang terbantu oleh uang fakir miskin. Kenyataannya 
semua terjadi berdasarkan spekulatif (untung-untungan/maysir/perjudian). 
Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu oleh kumpulan uang iuran 
orang miskin, sebab orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang 
yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan untung-untungan 
(maysir/perjudian). 
2. Sistem Pembayaran Premi/Iuran Jaminan Kesehatan 
Pada Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 
menyebutkan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang 
yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau 
Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Terdapat juga dalam 
Undang-Undang SJSN No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3,  Undang-
Undang BPJS No. 24 Tahun 2011 Pasal 14 dan 16 dan peraturan BPJS 
No. 1 Tahun 2014 Pasal 26. Pembayaran iuran ini dilakukan setiap bulan 
sampai tanggal 10 bulan yang bersangkutan. 
Kemudian pada Pasal 16 dibedakan 3 pembayar iuran: (1) Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh 
Pemerintah. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan 
oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah. (2) Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh 
Pemberi Kerja dan Pekerja (4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% 
dibayar oleh peserta). (3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja 
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Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta 
atau pihak lain atas nama Peserta. 
Terdapat pilihan pembayaran iuran dilihat dari tingkat kelas yaitu 
tingkat kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang dipilih ketika akan mendaftar di 
BPJS. Perbedaannya adalah BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dilihat dari 
besar kecilnya iuran bulanan yang harus dibayar berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, 
menyangkut iuran BPJS yang resmi mengalami kenaikan. 
Untuk Iuran Peserta BPJS mandiri atau peseta BPJS pekerja bukan 
penerima upah  (PBPU) adalah sebagai berikut:110 
a. Kelas 1, iuran bulanan yang harus dibayar awalnya Rp. 59.500 
menjadi Rp. 80.000 
b. Kelas 2, awalnya Rp. 42.500 menjadi Rp. 51.000 
c. Kelas 3, awalnya Rp. 25.500 menjadi Rp. 30.000 (khusus kelas 3 
kenaikan dibatalkan jadi tetap besarnya Rp. 25.500 sesuai 
diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2016 revisi ketiga atas PP No. 12 
Tahun 2013). 
Sedangkan untuk peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) serta 
penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan, 
Iuran bulanan yang harus dibayar awalnya Rp. 19.225 menjadi Rp. 23.000 
untuk semua kelas. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Irawati 
                                                          
110
 RumahBPJS, “Peserta BPJS Kelas 2 Bisa Naik ke Ruang Perawatan Kelas 1, Bagaimana 
Dengan Kelas 3?” (http://rumahbpjs.com, 2016), Akses: 08 November 2016. 
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Renreng yang mengatakan “dari ketiga kelas tersebut tidak terdapat 
perbedaan dalam pelayanan, baik berupa obat atau pemeriksaan. 
Perbedaannya hanya terletak pada fasilitas kamar rawat inap pada setiap 
kelas”.111 
Pembayaran iuran pun sekarang telah mengalami perkembangan 
untuk kemudahan masyarakat. Dengan adanya kerja sama antara BPJS 
dan Bank Negara yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu BNI, BRI, Mandiri 
dan BTN serta mini market, kantor Pos dan lainnya agar mempermudah 
masyarakat untuk akses pembayaran iuran. Ibu Irawati Renreng 
mengatakan bahwa “iuran yang dibayarkan melalui bank negara tidak 
akan dikenakan biaya sepeser pun dari masyarakat, tetapi jika melalui 
akses lain seperti mini market dan selain dari bank tersebut di atas akan 
ada biaya operasional/biaya akses karena hanya merupakan bentuk 
kerjasama dengan BPJS Kesehatan”.112 
Dari yang dijelaskan tersebut di atas, jika dilihat secara sosial maka 
akan sangat membantu masyarakat dengan biaya yang tergolong sangat 
rendah dibandingkan biaya asuransi kesehatan swasta dan juga biaya 
rumah sakit jika tanpa menggunakan kartu BPJS. Namun, jika dilihat lagi 
dengan berlandaskan aturan Islam maka akan ditemukan ketidaksesuaian 
dari adanya tingkat kelas yang membedakan tingkat masyarakat secara 
jelas meskipun itu hanya merupakan fasilitas, tetapi tiap kelas 
membandingkan satu sama lain.  
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 Irawati Renreng, Wawancara Tanggal 08 November 2016 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Makassar. 
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Dari iuran ini juga dilihat bahwa jumlah premi yang dibayarkan 
masyarakat akan sama untuk setiap kelas tanpa membedakan 
penyakitnya, usia ataupun jenis kelaminnya. Sekilas akan dianggap 
bahwa hal ini sangat membantu masyarakat yang mempunyai penyakit 
yang memerlukan perawatan dalam penyembuhannya dan juga 
membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan skala besar 
dengan biaya yang mahal. Hal itu menguntungkan bagi masyarakat yang 
membayar premi dengan biaya sedikit dan mendapatkan biaya perawatan 
yang melampaui premi. Tetapi berbeda dengan masyarakat yang karena 
adanya kepesertaan yang mengharuskan untuk ikut dan setiap anggota 
keluarga juga turut disertakan dengan sistem yang baru bahwa satu 
anggota keluarga yang membayar iuran, maka akan dibayarkan sekaligus 
bersama anggota keluarga lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 
masyarakat yang kurang patuh untuk membayar iuran setiap bulannya. 
Ketidaksesuaiannya terletak pada saat mengikuti asuransi kesehatan 
ini, tidak diketahui apakah niat dan akad yang digunakan  menimbulkan 
gharar/ketidakpastian pada peserta. Setelahnya, saat membayar iuran 
pun akan tetap menimbulkan gharar karena setiap masyarakat yang 
niatnya tidak diketahui sama-sama menyetor premi/iuran dan kemudian 
dananya akan digunakan peserta lain. Hal ini menunjukkan bahwa peserta 
dengan niat hibah, tidak akan menjadi masalah dananya digunakan, 
namun lain halnya peserta yang meniatkan iurannya untuk kepentingan 
dirinya ketika mengalami resiko yang tidak mengatakan dananya dapat 
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digunakan atau tidak oleh peserta lain dan juga, peserta yang tanpa niat 
apapun mendaftarkan diri kemudian sakit akan menganggap dana yang 
digunakan adalah hasil iuran ataupun juga bisa dana hibah seperti dalam 
hadis “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia 
menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua yang menarik lagi suatu 
yang telah dia berikan kepada anaknya”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai 
dan Ibnu Majah dan di-shahih-kan oleh Syaikh al Albani) yang kemudian 
dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas ra. yang lain bahwa Rasulullah  
Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda: “Orang yang mengambil kembali 
pemberian yang telah diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang 
menjilat muntahannya”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
Melalui premi yang murah, dengan anggapan akan terbantu 
pengobatan yang mahal justru yang menyebabkan asuransi itu tidak 
sesuai syariah karena sistemnya mengacu pada asuransi konvensional. 
Masyarakat membayar premi yang sedikit, tanpa tahu nantinya akan sakit 
atau tidak dan menggunakan biaya pengobatan lebih besar atau lebih 
kecil dari premi tersebut menyebakan adanya unsur maysir 
(perjudian/untung-untungan) yang hukumnya haram sesuai fatwa MUI No. 
21/DSN-MUI/X/2001. Seseorang dapat untung ketika biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil kemudian yang didapatkan lebih besar (hal ini tak 
mengapa jika iuran itu tergolong dana hibah antara peserta dengan niat 
tolong-menolong dan kerugian bagi peserta yang mengikuti asuransi 
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kesehatan ini, namun tidak pernah menggunakannya kemudian meninggal 
dunia yang menyebabkan iurannya selama ini menjadi hangus. 
Seperti yang diberlakukan dalam asuransi syariah yang menerapkan 
rukun hibah pada prosesnya Sebagai akad yang penting dalam sistem 
operasional asuransi syariah dalam implementasinya, tabarru atau hibah 
harus memperhatikan rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun dari 
hibah hilang akan mengakibatkan “hilangnya” keabsahan dari hibah 
tersebut, yang secara otomatis juga dapat mengakibatkan batalnya akad 
ta‟awun (asuransi syariah). 
Rukun-rukun hibah adalah sebagai berikut:113 
a. Wahib (pemberi hibah/tabarru) 
Wahib adalah pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan 
kepada orang lain. Dalam asuransi syariah wahib/pemberi hibah adalah 
nasabah pembayar premi. 
b. Al-Mauhub Lahu (penerima hibah/tabarru) 
Penerima hibah adalah siapa saja, lelaki/perempuan, tua/muda, 
bahkan Muslim dan non-muslim. Dalam asuransi syariah, al-mauhub 
lahu/penerima hibah adalah peserta asuransi syariah yang mengalami 
musibah sehingga berhak mendapatkan santunan/manfaat takaful. 
c. Al-Mauhub (barang/harta yang akan diberikan) 
                                                          
113
 Sadar Asurnsi, Dasar Hukum Akad Hibah/Tabarru Asuransi Jiwa (http://www.sadar-
asuransi.com, 2016 ). Akses: Selasa, 8 November 2016. 
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Al-Mauhub yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh 
pemilik. Diisyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan, 
dalam asuransi syariah, al-mauhub adalah premi atau kontribusi. 
d. As-Shigah (ijab dan qabul) 
As-Shigah yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan 
qabul, baik melalui lisan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, 
umumnnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, 
selanjutnya asuransi syariah menerbitkan polisnya. 
3. Denda/sanksi keterlambatan pembayaran 
BPJS kesehatan telah memberlakukan peraturan baru pada 1 Juli 
2016 mengenai peserta yang menunggak bayar iuran dan denda yang 
dulunya status akan dinonaktifkan jika terlambar 3 bulan dan dikenakan 
denda sebesar 2 (dua) persen per bulan telah dihapuskan dan telah 
dibentuk regulasi baru yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 19 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12 
Tahun 2013. 
Peraturan yang baru yakni terdapat dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 
No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Aturan baru tersebut 
mengatur jika peserta menunggak membayar iuran 1 (satu) bulan, maka 
statusnya akan langsung dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem. 
Untuk mengaktifkannya maka peserta harus membayar iuran 
tertunggaknya terlebih dahulu. Kini peserta tidak dikenakan denda 
 
 
106 
 
keterlambatan, namun peserta akan dikenakan denda jika dalam 45 hari 
sejak kartu BPJS diaktifkan kembali menggunakan kartu BPJS nya yang 
menjalani rawat inap. Dendanya berupa membayar biaya pengobatan 
sebesar 2,5% dikali biaya rawat inap dan dikalikan lagi dengan jumlah 
bulan yang ditunggak. Khusus peserta PBI akan dibayarkan pemerintah 
dan untuk badan usaha dibayarkan oleh pemberi kerja dan untuk peserta 
yang tidak mampu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi 
yang berwenang. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu IrawatI Renreng 
mengatakan bahwa denda iuran dapat dicicil. Cicilan tersebut terbagi 
menjadi denda awal yang dibayar dia awal sekaligus saat menunggak dan 
denda akhir yang dibayar setiap bulannya. Tidak hanya peserta, BPJS 
pun jika terlambat membayar klaim yang telah diajukan pihak rumah sakit 
ataupun puskesmas akan mendapatkan denda sesuai aturan yang 
ditetapkan kepada rumah sakit bersangkutan.114 
Aturan sebelumnya yang mewajibkan masyarakat untuk membayar 
denda sebesar 2% merupakan bunga yang diharamkan dalam Islam 
sesuai ijtima‟ Ulama MUI, sekarang BPJS telah mengubah denda tersebut 
hanya bagi peserta yang menunggak dan sebelum 45 hari setelah 
diaktifkan karena melunasi tunggakan dan mendapatkan rawat inap yang 
akan mendapatkan denda sebesar 2,5% dengan pengaturan tersendiri. 
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 Irawati Renreng, Wawancara Tanggal 08 November 2016 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Makassar. 
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Denda dimaksudkan untuk membuat jera orang yang melakukan 
kesalahan ataupun keteledoran. Hal ini diterangkan oleh Ibu IrawatI 
Renreng bahwa “banyak masyarakat yang menggunakan BPJS hanya 
ketika mereka perlu saja, padahal BPJS ini bersifat saling menanggung 
yang artinya pembayaran premi satu orang sangat dibutuhkan oleh 
peserta lainnya dan denda itupun nantinya akan kembali ke masyarakat 
lagi”. 115  Dalam asuransi syariah tidak didapatkan denda yang 
menyebabkan bertambahnya jumlah pembayaran. Sistem pembayaran 
premi yang dilakukan dipilih oleh peserta sendiri dengan cara pembayaran 
bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau bahkan sekaligus yang 
memungkinkan peserta dapat menyesuaikan dengan kondisi 
keuangannya.116 
Sanksi tidak menjadi masalah jika kesalahan memang disengaja. 
Namun untuk denda ini, setelah melihat dari rumus yang digunakan 
terlihat sangat membebani masyarakat. Dilihat dari penerapan 2,5% harus 
dikalikan lagi dengan bulan tertunggak, yang sudah dilunasi oleh peserta 
ketika ingin mengaktifkan kartu BPJS Kesehatannya. Apalagi jika dilihat 
bahwa sebenarnya kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab 
pemerintah yang terdapat di Konstitusi negara  untuk mempermudah 
pelayanan kesehatan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab 
tersebut dan kini mewajibkan masyarakat untuk mengikuti asuransi 
kesehatan ini dengan dasar hukum Undang-Undang mengharuskan 
                                                          
115
 Ibid., 
116
 Ahmad Rodoni, Asuransi & Pegadaian Syariah (Jakarta, 2015), hlm. 52. 
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membayar premi (biaya sendiri) dan kemudian membayar denda tersebut 
merupakan pembebanan yang keseluruhannya dibebankan kepada 
masyarakat. Sabda Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam yang artinya 
“Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/khalifah) adalah 
bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap 
rakyatnya (gembalaannya).” (HR Bukhari No 4904 & 6719; Muslim No 
1827). 
4. Pengajuan klaim 
Untuk klaim dalam asuransi kesehatan BPJS tidak berdasarkan 
berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta. Pengajuan klaim tidak 
dilakukan peserta langsung kepada BPJS, tetapi melalui pihak rumah 
sakit yang telah menghitung besaran biaya yang digunakan dalam 
pengobatan dan perawatan. Jadi, masyarakat tidak menerima 
pembayaran klaim berupa harta tetapi pelayanan kesehatan seperti yang 
telah dibahas di atas. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Irawati Renreng 
yakni: “Tidak terdapat pengajuan klaim untuk orang yang tidak 
menggunakan kartu BPJS Kesehatnnya. Ketika meninggal dunia, maka 
tidak ada pengembalian iuran kepada peserta, karena jaminan kesehatan 
ini bersifat tanggung-renteng dan gotong-royong. Hanya saja peserta 
dapat mengajukan klaim ketika ada anggota keluarga yang meninggal, 
lalu iuran tetap berjalan karena tidak ada laporan ke BPJS maka dapat 
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mengajukan klaim dan ada pengembalian iuran terhitung saat bulan 
setelah meninggal”.117 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui memang tidak ada yang 
salah dalam pengajuan klaim selama peserta mengalami resiko, maka 
pelayanan kesehatan adalah pembayaran klaim yang diberikan. Hal yang 
tidak sesuai hanya terdapat pada janji yang diberikan ketika mendaftar 
yang mengatakan hanya mendapatkan pembayaran klaim jika mengalami 
resiko dan tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak ada resiko. Hal 
tersebut memang tidak mengapa jika merupakan hibah seperti yang 
dikatakan sebelumnya, namun sungguh tidak ada kejelasan (gharar) di 
dalamnya ketika tidak ada akad/perjanjian yang memperjelas hal tersebut. 
Dimana mungkin seorang peserta bukan meniatkan untuk hibah, namun 
karena takdir Allah kemudian meninggal dunia tanpa menggunakan 
asuransi kesehatannya. Maka iuran yang selama ini dibayarkan tidaklah 
halal untuk digunakan karena tidak ada kejelasan dari pemegang 
kartunya. Artinya, iuran tersebut harus dikembalikan kepada orang yang 
berhak menerimanya karena jika tidak perbuatan tersebut menzalimi 
peserta dan ahli waris yang berhak menerimanya. Jika dianggap 
kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu 
yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana hadis 
Amar bin Auf al Muzani ra. bahwasanya Rasulullah  Shallallahu „Alaihi 
Wasallam bersabda: 
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 Irawati Renreng, Wawancara Tanggal 08 November 2016 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
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“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram dan kaum muslimin boleh menentukan syarat, kecuali 
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram”. Abu Isa berkata; hadis ini hasan shahih. (Hadis Hasan 
Shahih Riwayat Tirmidzi) 
Hal ini dikuatkan dengan hadis Aisyah ra., Rasulullah  Shallallahu 
„Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap syarat yang tidak terdapat di 
dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat. (HR. Bukhari dan 
Muslim) 
B. Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
1. Sumber serta Penggunaan Dana BPJS dan Dana Kesehatan 
Sosial (DJS) 
a. Aset Dana BPJS Kesehatan 
Menurut Pasal 41 Ayat (1) UU BPJS, aset BPJS bersumber dari: 
1) Modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan Negara 
yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 
2) Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program 
jaminan sosial; 
3) Hasil pengembangan aset BPJS; 
4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; 
dan/atau (Dana operasional yang dapat diambil dari Dana 
Jaminan Sosial Kesehatan oleh BPJS Kesehatan  paling tinggi 
10% (sepuluh persen) dari total iuran yang telah diterima oleh 
BPJS Kesehatan. Besaran persentase dana operasional  
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ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan dan DJSN). 
5) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Modal awal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas 
untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menurut Pasal 42 
UU BPJS, ditetapkan masing-masing paling banyak Rp. 
2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN. 
Aset BPJS menurut Pasal 41 Ayat (2) UU BPJS, dapat 
digunakan untuk: 
1) Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial; 
2) Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk 
mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial; 
3) Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan  
4) Investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Aset Dana Jaminan Sosial 
Aset Dana Jaminan Sosial, menurut Pasal 43 Ayat (1) UU BPJS, 
bersumber dari: 
1) Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran; 
2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; 
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3) Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak 
peserta dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan 
sosial; dan 
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terdiri dari: 
a) Surplus aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; 
b) Surplus aset BPJS Kesehatan; 
c) Dana talangan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran 
manfaat dan/atau (Dana talangan dari BPJS Kesehatan 
digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat 
jangka pendek dan hal-hal yang insidentil).   
d) Hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari 
hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat  
dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. 
c. Aset Dana Jaminan Sosial, menurut Pasal 43 Ayat (2) UU BPJS, 
digunakan untuk: 
1) Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan 
sosial; 
2) Dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial; 
dan 
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3) Investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset 
BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  
Sumber dan penggunaan dari dana ini merupakan hal yang 
sangat sensitif untuk dikaji. Karena jika terdapat kesalahan akan 
berimbas kepada masyarakat yang merupakan peserta dari asuransi 
kesehatan BPJS ini. Seperti yang telah disebutkan dalam Fatwa DSN-
MUI tentang pedoman Asuransi Syariah pada Pasal 8 Ayat 2 yakni 
investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Untuk hal ini, perlu 
diperhatikan bahwa dana BPJS sendiri awalnya berasal dari 
pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta 
dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, yang 
artinya dana tersebut adalah hasil yang didapatkan sebelum asuransi 
sosial menjadi BPJS Kesehatan. Perlu diteliti lebih jauh, karena 
asuransi kesehatan dahulu merupakan asuransi yang berjalan tidak 
dengan menggunakan dasar Al-Qur‟an dan Sunnah yang sistemnya 
seperti asuransi konvensional. Hal ini mengakibatkan pencampuran 
dana karena adanya pembagian dana dari pengalihan aset program 
jaminan sosial yang terdahulu untuk dana PBJS dan Dana Jaminan 
Sosial. 
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Ketika dana tersebut belum jelas asal-usulnya halal atau haram 
karena proses ataupun cara mendapatkan, maka rakyat yang 
nantinya menggunakan dana tersebut untuk pelayanan kesehatan 
akan berdampak pada boleh tidaknya menggunakan BPJS 
Kesehatan.  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwAyat Ibnu Majah dari 
„Ubadah bin Shamit, riwAyat Ahmad dari Ibnu „Abbas dan Malik 
dari Yahya). 
 
2. Sistem Pembagian Dana BPJS dan Dana Kesehatan Sosial (DJS) 
BPJS sebagai badan hukum publik selain mengelola aset BPJS, juga 
dipercaya untuk mengelola Dana Jaminan Sosial. Pasal 40 Ayat (2) UU 
BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan 
Sosial. UU BPJS tidak memberi penjelasan mengapa wajib dipisahkan. 
Pasal 40 Ayat (3) UU BPJS malah menegaskan bahwa aset Dana 
Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk 
memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik 
seluruh peserta yang tidak merupakan aset BPJS. Dari hasil wawancara 
dengan Ibu IrawatI Renreng mengatakan bahwa: 
“Kami (dalam hal ini BPJS) memiliki rekening di empat bank 
pemerintah. Oleh karena terdapat 2 sumber dana, maka keduanya dipisah 
penyimpanannya. Dalam penyimpanan dana tidak ada biaya yang 
dikeluarkan karena milik pemerintah yang menjadi konsekuensi dalam 
kerjasama yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dari premi Dana 
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Jaminan Sosial terdapat beberapa persen yang menjadi hak BPJS 
sebagai dana operasional.”118 
Pemisahan aset tersebut memang seharusnya dilakukan. Hal itu 
dikarenakan Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh 
peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya 
yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan 
pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Dana 
Jaminan Sosial tidak boleh digunakan selain untuk penggunaan yang 
ditentukan dalam UU BPJS. UU BPJS mewajibkan BPJS untuk 
menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank 
kustodian yang merupakan badan usaha milik Negara. 
Sistem pembagian yang dijalankan pada asuransi kesehatan BPJS 
tidak jauh berbeda dengan asuransi syariah, yang aturan pembagian hasil 
investasinya
 
sesuai fatwa MUI, pembagian investasi dapat dilakukan 
dengan salah satu alternatif:119 
a. Alternatif I: 
1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan (sebagai mudharib) dan 
peserta (sebagai shahibulmal) sesuai dengan nisbah yang 
disepakati. 
2) Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/ 
disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib), dibagi 
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 Irawati Renreng, Wawancara Tanggal 08 November 2016 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Makassar. 
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 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga (Yogyakarta, 2016), 
hlm. 48. 
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antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para 
peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing. 
b. Alternatif II: 
1) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana 
perusahaan (sebagai musytarik) dan peserta (shahibul mal) 
berdasarkan porsi modal masing-masing. 
2) Hasil investasi, sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/ disisihkan 
untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik), dibagi antara 
perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan nasabah sesuai 
dengan nisbah yang disepakati. 
Seperti yang dijelaskan di atas, dalam hasil wawancara tidak ada hal 
yang digambarkan tidak sesuai dengan syariah, karena tidak ada 
penyatuan dana peserta dengan dana BPJS yang keduanya mempunyai 
pengaturan tertentu untuk pemanfaatannya. Jika Dana Jaminan Sosial 
hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan beberapa persen 
digunakan untuk biaya operasional BPJS.  
Hanya saja dalam penggunaan dan pembagian dari dana yang ada 
belum terlihat transparan untuk masyarakat yang masih awam tentang  
pengaturan BPJS yang disebutkan dalam Undang-Undang. Apalagi 
terdapat bagian dari Dana Jaminan Sosial yang menjadi hak BPJS, yang 
tidak diketahui akan mengalir kemana nantinya dengan tidak 
transparannya pihak-pihak yang bekerjasama dengan BPJS dan 
kemudian akan mengalir lagi sebagai biaya pelayanan untuk para peserta. 
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Hal tersebut dapat membahayakan karena tidak diketahuinya pihak yang 
bekerjasama tersebut sesuai syariah atau tidak, yang dapat 
mempengaruhi aspek hukum Islam dari BPJS jika terdapat unsur yang 
dilarang pada pihak tersebut. 
3. Kerjasama BPJS 
Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Irawati Renreng, 
dikatakan bahwa, “Untuk kerjasama dilakukan untuk pengembangan 
pelayanan kesehatan bersama layanan kesehatan yang lain dan apa yang 
sudah diatur dalam Undang-Undang. Kalau untuk mengetahui dengan 
siapa saja kerjasama itu dilakukan, yang mengaturnya adalah BPJS 
pusat. Kami hanya mengetahui hasil dari kerjasama tersebut untuk biaya 
operasional BPJS dan pelayanan kesehatan peserta dan lain-lain”.120 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perlunya transparansi 
dalam pengelolaan dana premi masyarakat oleh BPJS Kesehatan. Jika 
dana masyarakat jelas akan digunakan untuk hal yang disebutkan dalam 
Undang-Undang, maka dalam kerjasama dalam penggunaan dana 
tersebut pun harus jelas dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam 
Islam. Seperti yang dijelaskan dalam hadis “Rasulullah SAW melarang 
jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa‟i, Abu Daud 
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dilihat dari prinsip dan hal-hal yang mendasari terbentuknya 
Jaminan Kesehatan Nasional ini mementingkan kemaslahatan 
rakyat Indonesia yang sejalan dengan syariah. Namun, ketika 
dalam penerapannya terdapat hal-hal yang bertolak belakang 
dengan hukum Islam dalam penerapannya itu karena tidak 
didasari dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. Sistem premi yang 
dijalankan oleh BPJS memuat hal-hal yang mengandung unsur 
gharar dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan antara 
peserta dan pihak BPJS, mengandung unsur ketidakpastian 
(judi/maysir) dalam pembayaran premi dan jumlah yang diperoleh 
dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal 
dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan 
(hangus), serta adanya pemisahan antara masyarakat miskin, 
menengah dan kalangan atas dalam fasilitas.  
2. Dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS tidak 
terdapat hal yang di luar dari koridor syariah berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan. Terdapat dua sumber dana yang 
berasal dari dana BPJS yang digunakan untuk investasi, 
penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lain-lain dan Dana Jaminan 
Sosial (DJS) yang digunakan untuk pembiayaan layanan sosial, 
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biaya operasional BPJS yang mempengaruhi kejelasan dari 
penggunaan dana tersebut. JKN menggunakan asuransi 
konvensional bukan asuransi syariah, di mana dalam pengelolaan 
dana oleh BPJS tidak ada pemisahan antara dana tabarru‟ 
dengan dana bukan tabarru‟ yang menyebabkan adanya gharar 
karena akadnya. Kemudian masih belum transparan untuk 
kerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan Dana Jaminan 
Sosial (DJS) yang dalam hal ini perlu diketahui apakah beroperasi 
sesuai syariah atau tidak, karena terdapat dana masyarakat yang 
dikelola kemudian dipergunakan untuk pelayanan jaminan 
kesehatan.  
B. Saran 
1. Merujuk pada hasil Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) MUI se-Indonesia V, mengenai gagasan dan 
konsep yang dianut jaminan sosial tidak menjadi masalah. Hanya 
saja sistem dan operasionalnya yang dipersoalkan tidak sesuai 
dengan syariah. Maka ijtima‟/kesepakatan ulama tentang BPJS 
Kesehatan perlu menjadi masukan positif bagi sistem 
pengelolaannya. Pemerintah harus segera membenahi hal-hal 
yang masih tidak sesuai syariah untuk kenyamanan masyarakat 
dalam penggunaan BPJS. 
2. Mengingat keberadaannya sangat diperlukan bagi rakyat miskin 
dan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama 
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Islam, maka bukanlah sesuatu yang sulit jika membuat asuransi 
yang sesuai syariah dengan berdasarkan fatwa-fatwa MUI yang 
telah ada. Kalaupun hal tersebut tidak memungkinkan karena 
alasan Indonesia bukanlah negara Islam, maka memberikan 
pilihan bagi masyarakat mengikuti asuransi sosial yang sesuai 
syariah adalah hal yang bijak. Dalam hal ini membiarkan saja 
asuransi kesehatan BPJS berjalan seperti saat ini, atau pun 
membentuk/memberi ruang untuk asuransi kesehatan syariah 
BPJS menjadi pilihan lain untuk masyarakat. 
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